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GALIH IAN RAHADYAN,  S. 310207007. 2009. KEBIJAKAN DAN PERAN 
KEPOLISIAN RESORT SRAGEN  DALAM PENANGGULANGAN TINDAK 
PIDANA PERJUDIAN DEMI  MENCIPTAKAN KETERTIBAN 
MASYARAKAT”. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Kebijakan dan Peran Kepolisian 
Resort Sragen yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian guna 
menciptakan ketertiban masyarakat di wilayah Sragen dan latar belakangnya serta  
Untuk mengetahui hambatan-hambatan  yang dihadapi Aparat Kepolisian Resort 
Sragen dalam menanggulangi tindak pidana perjudian  dan Upaya 
Penanggulangannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian  sosial / non doktrinal dengan metode 
deskriptif. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif  yaitu penelitian yag 
dimaksudkan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan. Jenis 
data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah 
data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan. data sekunder adalah data 
yang diperoleh dari kepustakaan sehingga mendukung keterangan atau menunjang 
kelengkapan data primer. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder 
maupun tertier. Metode pencarian data adalah dengan studi lapangan dan studi 
pustaka, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kwalitatif dengan model 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan, Kebijakan dan Peran Kepolisian Resort Sragen 
dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjuadian, sehingga Polres Sragen dapat 
dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten memberantas Perjudian 
dengan tidak pandang bulu. Aparat Kepolisian merupakan satu rangkaian dari 
criminal justice  system selain Penuntut Umum, Lembaga Pengadilan yang diberi 
tugas langsung berhadapan dengan masyarakat dengan menjalankan fungsi 
mengontrol terjadinya tindak kriminal dan pelayanan masyarakat.  
Hambatan dalam penanggulangan tindak Pidana Perjudian di Polres Sragen 
berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu : Perjudian bersifat tidak tetap 
atau berpindah–pindah, Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara 
perjudian, Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan 
nenek moyangnya,perjudian adalah budaya, dan bukan merupakan pelanggaran 
hukum. Wilayah kota Sragen yang luas sehingga cakupan wilayah hukumnya terlalu 
luas. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu :Aparat kepolisian 
yang terbatas,  Tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, Adanya 
oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian. Upaya yang dilakukan dalam 
Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian di Kota Sragen dengan  
Usaha penanggulangan yang bersifat preventif: melakukan himbauan kepada anggota 
masyarakat dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Usaha 
 xiii 
penanggulangan yang bersifat rehabilitatif: melakukan pembinaan-pembinaan kepada 
para penjudi yang tertangkap serta Usaha Penanggulangan Yang Bersifat Represif, 
meliputi : Melakukan operasi penangkapan pelaku perjudian,  Melakukan 
penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dan serius serta  Melimpahkan berkas 










































Galih Ian Rahadyan. S.310207007. 2009 The Policy And Role of Police of Sragen 
Resort in Tackling The Gambling Criminal Action In Order Creating The 
Society Orderliness. Thesis: Post-Graduate Program of Sebelas Maret 
University. 
 This research has purpose din finding out the Policy and Role of The Police of 
Sragen Resort done in tackling the gambling criminal action in order to create an 
society orderliness in Sragen area and its background as well as to know the obstacles 
faced by the Police Force Apparatus in tackling the gambling criminal action and the 
effort for handling itu, 
 This research is a social/non-doctrinal research with descriptive method. This 
research is included into evaluative research that is an research aimed to evaluate a 
policy done. The kind of data used is primary and secondary data. The primary data is 
the data directly derived from filed research. Secondary data is the data taken from 
library research so that it support the explanation or contribute to the primary data 
completeness. The secondary data can be in form of primary, secondary, as well as 
tertiary law material. The method of data collection is by using filed study and library 
study, the data analysis used is the qualitative data analysis with interactive method. 
 The result of the research shows that the policy and role of the police of 
sragen resort in tackling the gambling criminal action is very excellent, so that Sragen 
Polres (County Police Office) can be aid as a Role of Police Force Apparatus in 
tackling Gambling in Sragen which is very excellent, so that Sragen Polres can be 
said as one of several Polres which consistently fight against gambling 
indiscriminately. Police Force Apparatus is one part of the chain of criminal justice 
system in addition to Public Prosecutor, Court Institution that is given direct task 
face-to-face with the society in carrying out the control function against the 
occurrence of criminal action and in delivering public service. 
 The obstacles in tackling the Gambling criminal Action in Sragen Polres as 
well as the effort done: the obstacles coming from society/outside police body, that is: 
the gambling has uncertain nature and it is migratory, the society has no willing to be 
a witness against gambling case, some part of the society still hold that gambling is 
our ancestor’s inheritance, gambling is a culture, and it is none of a law violence/ 
gambling is a culture., the Sragen area is quite wide so that it law embracement is too 
wide. The obstacles coming from the police body: that is: limited police apparatus, 
there is no special squad to tackle gambling case, there is a police person that became 
the gambling back-up. The effort done by Police apparatus is tackling gambling in 
Sragen City that is: the tackling effort which is preventive in nature: giving advice 
toward society members and cooperating with society figure and religion figure. The 
tackling effort which is rehabilitative in nature: doing elucidation toward the arrested 
gamblers, and as well as the tackling effort which is repressive in nature covers: 
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doing an operation to catch gambling person, doing investigation and police 















































A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan yang melanggar norma 
sosial, kesusilaan dan hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum 
adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang telah ada dan 
berkembang di dalam masyarakat. Perjudian itu merupakan salah satu bentuk 
penyakit  masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum. 
Sejarah perjudian sendiri sudah ada beribu-ribu tahun lalu, yaitu  sejak 
dikenalnya manusia dan perjudian timbul di kalangan masyarakat itu sendiri. 
Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan, dimana salah satunya berupa 
permainan judi toto gelap (togel), yang telah mengalami perkembangan seiring 
perkembangan teknologi dan cara berfikir manusia. Usaha-usaha pencegahan 
guna menertibkan permainan perjudian telah banyak dilakukan oleh aparat 
penegak hukum, tetapi hasilnya belum memuaskan. 
Salah satu bentuk perjudian yang ada di masyarakat adalah judi togel. Judi 
togel dapat diartikan sebagai salah satu bentuk permainan perjudian dengan 
menggunakan angka untuk menebak-nebak supaya mendapat keuntungan dengan 
angka yang telah di tetapkan pada saat di keluarkan. Dengan adanya perjudian 
togel maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi harus menertibkan 
perjudian togel yang merupakan penyakit masyarakat yang sedang berkembang 
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yang pada hakekatnya judi togel itu sangat ilegal karena melanggar hukum, 
norma sosial, kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban. 
Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-
norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan 
bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan 
moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. 
Di kota Sragen, perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa 
dilakukan, hampir di setiap sudut kota baik siang maupun malam orang bisa 
menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya masyarakat malu 
dengan penyakit sosial yang penyebabnya sangat kompleks dan bersifat 
multidimensional ini, apalagi bila harus menelaah akibatnya yang demikian 
destruktif dan merusak.  
Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada 
umumnya dan di wilayah Sragen pada khususnya sangat membahayakan bagi 
kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan 
dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Berbagai model perjudian yang 
ada seperti : Cap Jie Kia, Togel (Toto Gelap), Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poker, 
Sam Gong, Kiu-kiu, dan lain-lain kelihatannya semakin marak di masyarakat. 
Pengaruh permainan ini dapat menimbulkan penilaian yang tidak baik dari orang 
terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya karena orang sering melihat 
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adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras, dan 
pelacuran. 
Jenis-jenis perjudian itu sering kali dilakukan di tempat-tempat umum 
seperti terminal, pasar, pinggir jalan raya, dan tempat-tempat keramaian lainnya. 
Ada sebagian warga masyarakat Sragen apabila mempunyai hajatan atau 
syukuran diselenggarakan dengan menanggap kesenian pada malam harinya, 
dalam keramaian inilah sering kali datang bandar-bandar judi, diantaranya bandar 
togel, bandar lotre, dan lain sebagainya. Namun jika tidak ada keseniannya 
biasanya perjudian itu dilakukan di dalam rumah orang yang mempunyai hajatan 
tersebut. Alat permainan judinya pun hanya sekedar kartu remi, kartu keplek, 
domino, atau kartu cap jie kia. 
Di Sragen kupon Cap Jie Kia dijual bebas di sembarang tempat, hampir di 
setiap perempatan jalan besar, judi jenis itu terlihat. Cara penjualannya ada yang 
diedarkan dengan berkeliling, tapi ada pula yang menetap di suatu tempat. Setiap 
pemasang jika tebakannya tepat akan memperoleh sepuluh kali lipat dari uang 
yang dipasang. Tapi kemungkinannya kecil karena judi itu menggunakan dua 
belas kartu dan hanya satu kartu yang keluar. 
Bila ada anggapan bahwa dengan adanya judi Cap Jie Kia maka tindak 
kejahatan yang lain seperti pencurian dan perampokan berkurang maka anggapan 
tersebut adalah salah karena judi merupakan biang dari segala bentuk kejahatan. 
Bayangkan apabila seseorang yang memasang Cap Jie Kia tak kunjung dapat dan 
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akhirnya menjadi bangkrut bukan tidak mungkin ia kemudian mencopet, 
menodong, atau bahkan merampok untuk modal berjudi lagi dan untuk 
menyambung hidupnya. 
Dengan bermain judi Cap Jie Kia sebagai contohnya, kondisi keluarga 
akan rusak, ekonominya tidak teratur karena keasyikan menunggu keluarnya 
nomor yang dipasang sejak jam 11.30 sampai jam 22.30. Tak jarang hal ini 
mengakibatkan perang mulut yang tidak berkesudahan, anak-anak menjadi kurang 
perhatian dan berbuntut tidak harmonisnya keluarga. Sedangkan anak-anak yang 
telah dewasa di keluarga yang tidak harmonis berpeluang besar terjerumus dalam 
kriminalitas. 
Dengan demikian, perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab 
kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang 
jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress, 
dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak. 
Judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang keranjingan judi 
akan lemah daya tahan dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, 
mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah 
sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya 
adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-
terobosan. Pendeknya, masyarakat menjadi tidak produktif. Perjudian bukan 
merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi 
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yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan 
semakin miskin lagi. 
Sehingga perjudian berdampak pada kondisi masyarakat. Dampak 
perjudian antara lain: 1  
1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan 
melakukan tindak pidana korupsi. 
2) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu 
judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek. 
3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam 
keadaan tegang, tidak imbang. 
4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu. 
5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan 
berjudi. 
6) Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan, 
7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering 
eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.. 
8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi 
sangat labil. 
9) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” 
untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu. 
10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang 
bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha 
kerjanya. 
11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kuranglah iman kepada Tuhan, sehingga 
mudah tergoda tindak asusila. 
 
Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
juga ada ketentuan yang berbunyi : “Menyatakan semua tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan”. Undang-Undang ini bertujuan untuk menertibkan, 
mengurangi dan memberantas perjudian. Agar aparat penegak hukum yaitu Polisi, 
Jaksa, Hakim dapat menerapkan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan 
                                                 
1 Ksrtini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, UI Press, Jakarta, 2003. hal. 74 
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permainan judi dengan berupaya untuk melakukan penertiban tindak pidana 
perjudian. Apabila ada partisipasi dari masyarakat ini bisa berwujud ceramah-
ceramah atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila di daerahnya 
terjadi praktek-praktek perjudian. 
Para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku 
perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan 
dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Dengan melihat perjudian  yang ada di 
masyarakat dan dengan maraknya tindak pidana perjudian, penulis mencoba 
mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan polisi dan kendala yang dihadapi 
dalam penertiban tindak pidana perjudian. Aparat kepolisian bertugas untuk 
menegakkan ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah 
satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyata-
nyata telah melanggar peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat di harapkan 
mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum agar penegakan hukum 
dapat terlaksana. 
Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-Umdamg 
No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Umdamg-
Undang No.2 Tahun 2002 tengant Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa 
salah satu wewenang polisi dalam melaksanakan tugasnyan adalah mencegah dan 
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menanggulangi tumbuhnya perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat 
sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.  
Fenomena perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sragen 
menjadi perhatian serius pihak Kepolisian Resort Sragen. Berbagai upaya 
pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak  meresahkan warga masyarakat. 
Dalam penanganan masalah perjudian tersebut  tentunya ada kebijakan-kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sragen. Sehubungan dengan latar 
belakang tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk menyusun sebuah 
penelitian  tesis yang berjudul:  
KEBIJAKAN DAN PERAN KEPOLISIAN RESORT SRAGEN  DALAM 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DEMI 
MENCIPTAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam 
penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:  
1. Kebijakan dan Peran apakah yang dilakukan Kepolisian Resort Sragen dalam 
menanggulangi tindak pidana perjudian  guna menciptakan ketertiban 
masyarakat  dan latar belakangnya? 
2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami Aparat Kepolisian Resort Sragen 




C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada hakekatnya mencari jawab atas masalah yang diteliti  
dan memberikan pedoman agar penelitian dapat berlangsung sesuai apa yang 
dikehendaki. Karena itu dalam penyusunan tesis  ini, tujuan penelitian ini  adalah 
: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui Kebijakan dan Peran Kepolisian Resort Sragen yang 
dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian guna 
menciptakan ketertiban masyarakat di wilayah Sragen dan latar 
belakangnya. 
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan  yang dihadapi Aparat Kepolisian 
Resort Sragen dalam menanggulangi tindak pidana perjudian  dan Upaya 
Penanggulangannya. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data  bahan penyusunan Tesis guna memenuhi salah 
satu syarat akademis untuk mencapai gelar Magister  dalam ilmu hukum 
di Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan penulis dalam ilmu 
Hukum khususnya dalam Hukum dan Kebijakan Publik dalam kaitannya  
dengan tugas dan wewenang polisi dalam menanggulangi tindak pidana 
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perjudian serta  menambah keterampilan penulis dalam kegiatan 
penelitian. 
c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan Ilmu Hukum baik bagi masyarakat maupun instansi terkait 
dalam hal ini Kepolisian Resort  Sragen.  
D. Manfaat Penelitian 
  Pelaksanaan tujuan penelitian  tercapai,  dapat memperoleh suatu manfaat 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan srudi Hukum 
khususnya hukum kebijakan publik terutama dalam hal aktivitas polisi 
dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. 
b. Memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai upaya penanggulangan 
tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisan Resort  Sragen. 
c. Memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan bahan masukan  kebijakan dalam penanggulangan tindak 
pidana perjudian di Kepolisian Resort Sragen dan berbagai pihak terkait. 
b. Memberikan bahan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang 










A. Kajian Teori  
Kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari Tinjauan 
Umum Tentang Hukum Pidana, memuat tentang Pengertian Hukum Pidana,  
Tujuan Pidana,  Jenis-jenis pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana yang 
memaparkan tentang pengertian tindak pidana,  Unsur-unsur tindak pidana, 
Tinjauan Umum tentang Perjudian yang menjelaskan tentang sejarah perjudian, 
Definisi Perjudian, Unsur0unsur tindak pidana perjudian, pandangan masyarakat 
mengenai operjudian,  dampak perjudian, Penanggulangan Tindak  pidana 
perjudian yang memaparkan tentang openanggulanmgan dengan cara preventif,  
penanggulangan dengan cara represif, Tinjauan umum tentang Kepolisian 
Republik Indonesia yang menjelaskan tentang masalah pengertian Peran, Peran 
Kepolisian, Teori bekerjanya hukum, Teori Kebijakan serta masalah Hukum dan 
Ketertiban Masyarakat. Lebih jelasnya dipaparkan  dalam penjelasan sebagai 
berikut:  
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 
a. Pengertian Hukum Pidana 
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Para ahli hukum pidana berbeda pendapat dalam memberikan 
pengertian pidana akan tetapi pada dasamya mempunyai kesamaan dalain 
peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan mempunyai sanksi bagi 
yang melanggarnya Lemaire dalam buku pegangan kuliah fakultas hukum 
memberi pengertian pidana ialah hukum yang terdiri dari norma-norma 
yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dikaitkan 
dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni penderitaan yang bersifat 
khusus. Adapun pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur 
tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 
kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang 
merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 
Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum 
dalam pasal 1 ayat 1 atau yang biasa di sebut asas nullum delictum 
nullapraevia lege ponale yang diperkenalkan oleh Anselm Von Ferbach, 
yang berbunyi sebagai berikut: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali 
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada 
sebelumnya.2  
Pengertian tersebut diatas pada dasarnya hanya menekankan hukum 
pidana material saja padabal terdapat hukum pidana formil dan hal ini tidak 
disinggung. Pengertian hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum 
                                                 
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1993, hal.. 2 
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yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk : 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
melanggar larangan dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan 
tersebut.3  
 
Pengertian hukum pidana dapat di tentukan melalui ilmu 
pengetahuan yaitu: 
1) Hukum pidana adalah hukum sanksi. 
Maksudnya bahwa hukum tidak mengadakan norma sendiri metainkan 
sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana 
diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum 
pidana.4  
2) Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. 
3) Hukum pidana dalam arti : 
(1) Obyektif (ius Poenale) meliputi : 
 
                                                 
3 Moelyatno, Dasar-dasar Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1978,  hal. 13 
 
 
4 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana,  Ghaslia Indonesia. Jakarta. 1982. hal 19 
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(1) Pemerintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan 
sanksi pidana oleh badan yang berhak. 
(2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat 
dipergunakan. 
(3) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya 
norma-norma tersebut. 
(2) Subyektif (ius puniendi) yaitu hak negara menuntut hukum untuk 
menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta 
melaksanakan pidana. 
4) Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: 
a) Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan-perbuatan 
pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana. 
b) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil 
dapat dilaksanakan. 
5) Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai: 
a) Peraturan hukum Obyektif (ius Poenale) 
b) Hukum subyektif (ius Puniendi) yaitu meliputi hukum yang 
memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, 
menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya 
dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk itu. 
c)  Hukum pidana unnum dan hukum pidana khusus. 
b. Tujuan pidana 
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Tujuan pidana dari mulai pembalasan (revenge) atau untuk tujuan 
memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun 
pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, masih dianggap 
primitif Tujuan pidana lainnya yang masih dianggap primitif adalah 
penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution) yaitu melepaskan 
pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara 
yang hak dan yang batil.  
Perkembangan tujuan pidana ialah variasi dari bentuk 
bentuk-bentuk penjeraan (deterrent) baik ditunjukkan pada pelanggar 
hukum, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi 
penjahat; pelindung hukum kepada masyarakat dari perbuatan jahat; 
perbaikan kepada diri penjahat.5  
Menurut etika Spinoza tiada seorang pun dapat memperoleh 
kcuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya (ne 
malis expediat esse malos). Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 
tiga syarat yaitu : 
a) Perbuatan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum 
obyektif. 
b) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana 
tidak boleh dijatuhkan dengan maksud prevensi. 
c) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, ini 
supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.6  
 
                                                 
5 Andi Hamzaqh, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Arta Jaya, Jakarta. 1993. hal 25 
6 Ibid, hal. 29 
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Berkaitan dengan tujuan pidana muncul teori-teori pembenaran 
penjatuhan pidana yaitu : 
a) Teori Absolut atau Mutlak (vergelindings theorien) 
Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, 
tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena itu 
telah melakukan kejahatan tidak dilibat akibat-akibat apapun dari 
dijatuhkan pidana. Tidak dipedulikan apa masyarakat dirugikan, hanya 
dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. 
Pidana tidak hanya bertujuan untuk yang praktis, seperti 
memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung 
unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, 
karena dilakukan kejahatan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat 
penjatuban pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan 
pidana kepada pelaku.7  Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan 
hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. 
Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Menurut Von teori absolut 
terdiri dari dua yaitu : pembalasan subyektif ialah pembalasan 
terhadap kesalahan pelaku; pembalasan obyektif ialah pembalasan 
terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.8  
                                                 
7 Ibid, hal 26 
8 Ibid, hal 27 
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"Pembalasan" (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan 
sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. 
Kepuasan hatilah yang dikejar lain tidak.9  
Leo Polak membagi teori pembalasan menjadi : 
(1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan 
pemerintah negara (rechtsmacht of gezagshandhaving). 
(2) Teori kompensasi keuntungan (voordeelsoffipenvaile). 
(3) Teori melenyapkan segata sesuatu yang menjadi akibat suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (on 
rechtstufustrering en blaam). 
(4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum 
(talioniserende handhaving van rechisgelikheid). 
(5) Teori unguk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan 
berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (kering van 
onzedeloke neigingsbevredining ). 
(6) Teori mengobyektifkan (obyectivering theorie) 
Teori pembalasan/absolut ini menggambarkan pidana sebagai 
paksaan balaka, akibatnya siapa yang secara sukarela menerima 
putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa putusan tersebut 
sebagai penderitaan.  
b) Teori Relatif atau Nisbi (doeltheorien) 
                                                 
9 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002. hal. 21 
 xxxii 
Herbert dan Thomas Aquino mengatakan bahwa apabila 
kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak 
puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika, dan 
menurut estetika penjahat harus dipidana seimbangan dengan 
penderitaan korbannya. Hal ini tentang oleh HezewingkelSuringah 
bahwa persaan hukum/sentimen belaka pada rakyat tidak boleh 
menjadi dasar pidana.10  
Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, 
untuk ini tidaklah cukup suatu kejahatan, melainkan harus 
dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau 
si penjahat sendiri. Tidak dilihat pada masa lampau, melainkan juga 
masa depan. Tujuan lebih jauh dari pidana tidak hanya pemindanaan 
penjahat akan tetapi bagaimana penjahat dapat jera dari kejahatannya 
atau tidak mengulangi perbuatannya (prevensi), sehingga masyarakat 
tidak resah. Prevensi ini dibedakan : prevensi umum yang ditujukan 
pada masyarakat agat tidak melakukan kejahatan; prevensi khusus 
yang ditujukan pada penjahat agar benar-benar jera. 
Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan 
Von Lizst (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah 
mencegah niat buruk pelaku (deder) bertujuan mencegah pelanggar 
                                                 
10 Andi Hamzah, Op. Cit. hal. 28 
 xxxiii 
mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanaan 
perbuatan jahat yang direncanakannya. 
Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi suatu pidana ialah : 
(1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 
penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidal, melaksanakan 
niat buruknya. 
(2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 
(3) Pidana harus mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 
mungkin diperbaiki. 
(4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib 
hukum.11  
 
Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian prevensi umum 
sebagai psychologischedwang yang berarti dengan ancaman ini 
orang-orang didorong secara psikis tidak secara fisik, untuk tidak 
melakukan kejahatan. 
Wujud pidana dari teori ini berbeda-beda yaitu: menakutkan; 
memperbaiki atau membinasahkan.12 Menurut Zevenbergen ada tiga 
macam "memperbaiki si penjahat ini" yaitu perbaikan "yuridis", 
perbaikan "intelektual" dan perbaikan "moral". Perbaikan "yuridis" 
mengenai sikap si penjahat dalam menaati undang-undang, perbaikan 
"intelektual" mengenai cara berpikir si penjahat agat insyaf akan 
jeleknya kejahatan, sedangkan perbaikan "moral" mengenai rasa 
kesulitan si penjahat, agar ia menjadi orang bermoral tinggi.13  
                                                 
11 Ibid. hal. 31 
12 Ibid,  hal. 29 
13 Wirjono Prodjodikoro, Loc. Cit. hal. 23-24  
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c) Teori Gabungan (verenigings theorien) 
 
Menurut Van Bemelen teori gabungan adalah pidana bertujuan 
membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat tidaklah 
bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan 
tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 
terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Teori gabungan dibagi 
menjadi tiga yaitu: menitik beratkan unsur pembalasan; 
menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat; menitikberatkan 
pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. 
d) Tujuan Penkatuihan Pidana 
Tujuan perjatuhan pidana dalam Rancangan KUHP Nasional tahun 
1982/1983 yaitu: 
(1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
(2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 
menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk 
hidup bermasyarkat. 
(3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
(4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 3 ayat 1)  
c. Jenis-jenis Pidana 
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Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP dimana 
dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan yaitu: 
1) Pidana Pokok 
a) Pidana Mati 
b) Pidana Penjara 
c) Pidana Kurungan 
d) Denda 
e) Tutupan (terjemahan BPHN) 
 
2) Pidana Tambahan 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim  
Pencabutan hak-hak tertentu meliputi:  
(a) Hak untuk memilih dan dipilih  
(b) Hak untuk memangku jabatan publik  
(c) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu  
(d) Hak untuk mengadakan asuransi hidup  
(e) Hak untuk tetap dalam perkawinan  
(f) Hak untuk kawin  




2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan 
“strafbaarfeit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak 
pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan 
sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan 
perkataan “strafbaarfeit” 
Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para 
ahli hukum untuk mengalihbahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa 
belandanya Strajbaarfeit tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk 
memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk 
mendefinisikan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena 
banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum. 
Strajbaarfeit sebagai perbuatan pidana dengan memberikan 
pengertian sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu 
diingat bahwa larangan ditujuakan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan 
atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.14  
                                                 
14 Moeljatno, Asas-Asas hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 2000. hal. 54 
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Namun lain halnya yang diketemukan oleh Pompe, dimana. 
menurut beliau, perkataan Strafbaarfeit itu secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tetib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.15  
Simons telah merumuskan “strafbaarfeit” itu sebagai suatu 
tindakan melanggr hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons apa sebabnya 
“strafbaarfeift  itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena : 
1. Untuk adanya suatu “strafbaarfeift itu disyaratkan bahwa disitu harus 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oieb 
undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus 
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam 
undang-undang. 
3. Setiap Strajbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan 
suatu tindakan melawan hukum.16  
 
Melihat dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka penulis 
cenderung untuk menyetujui pendapat dari Moelyanto dengan alasan 
                                                 
15 Lamintang, Delik khusus Tindak Pidana Kesusilaan. Mandar  Madju, Bandung, 1984. hal. 173 
16 Ibid,  hal 176 
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bahwa pengertian perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang 
atau barang sesuatu yang dilakukan dan selanjutnya perbuatan itu 
menunjukkan pada akibat ataupun yang menimbulkan akibat. 
b. Unsur-unsur tindak pidana 
Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana adalah 
sangat penting agar dapat membedakan bahwa suatu perbuatan termasuk 
tindak pidana atau bukan. Sebagaimana persoalan mengenai istilah dari 
pengertian tindak pidana maka mengenai unsur-unsur dari para ahli hukum 
juga tidak ada kesatuan pendapat. Namun pada dasamya suatu tindak 
pidana mengandung beberapa unsur sebagai berikut: 
1. Unsur perbuatan/tindakan 
 
Suatu perbutan atau tindakan adalah merupakan titik hubungan 
untuk terjadinya tindak pidana. Perkataan ini meliputi pebuatan berbuat 
ataupun tidak berbuat sesuatu. Contoh mengenai hal ini adalah Pasal 
340 dan Pasal 304 KUHP yang tengkapnya berbunyi: 
Pasal 340 :  Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana  
lebih dahulu merainpas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
Pasal 304:   Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau  
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membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan 
atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan 
pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau dendan 
paling banyak tiga ratus rupiah. 
Pasal 340 tersebut di atas merupakan contoh pengertian 
berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan. Jadi untuk melakukan 
perbuatan pembunuhan diperlukan suatu perbuatan/tindakan aktif, 
yaitu merampas nyawa orang lain. 
Adapun Pasal 304 merupakan contoh pengertian tidak berbuat 
sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan, lebih jelas dengan ada kata 
membiarkan, suatu misal seseorang tidak mau atau membiarkan 
bayinya dengan jalan tidak mau menyusuinya padahal secara hukum 
dia jelas mempunyai kewajiban memberikan kehidupan, perawatan 
clan pemeliharaan. Di sini terdapat perbuatan atau tindak pidana yang 
dilakukan dengan sikap pasif, membiarkan/ tidak menyusui bayinya. 
2. Unsur bersifat melawan hukum 
 
Pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian 
adalah perbuatan yang melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah 
yang sesungguhnya dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun sifat 
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melawan hukum ini masih diartikan sebagai suatu perbuatan atau 
tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum. 
Unsur kedua dari tindak pidana ini merupakan suatu penilaian 
yang obyektif terhadap perbuatannya bukan terhadap si pembuat 
pidananya. Mengenai unsur melawan hukum ini terdapat dua ajaran 
yaitu ajaran melawan hukum formil (yang disebut melawan hukum 
adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis saja) dan ajaran 
melawan hukum matedil (disebut melawan hukum karena bertentangan 
dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis). 
 
3. Unsur kesalahan 
 
Dipidananya seseorang adalah tidak cukup apabila ia sekedar 
melakukan tindak pidana, tetapi unsur kesalahan pada orang tersebut 
juga harus ada. Inilah inti dari ajaran hukuni pidana kita bahwa tiada 
pidana tanpa kesalahan. 
Kesalahan menurut Jonkers, pengertiannya meliputi tiga 
bagian, yaitu: 
a) Kesengajaan dan kealpaan 
b) Meliputi juga sifat melawan hukum  
c) Kemampuan bertanggung jawab.17 
                                                 
17 Samidja, Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung. 1985. hal. 100. 
 xli 
Jadi menurut Jonkers untuk dapat dikatakan ada suatu 
kesalahan dalam perbuatan pidana, jika ketiga unsur tersebut di atas 
meliputinya. sehingga orang dapat dipidana. 
4. Unsur kemampuan bertanggungjawab 
 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab 
pengertiannya tidak dirumuskan secarajelas dan terang-terangan, tetapi 
ada satu pasal yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu Pasal 44 
ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa: 
“Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam 
tubuhnya (grebekkigeontwikkeling) atau terganggu karena penyakit 
(ziekelijke storing), tidak dipidana”. 
Dalam pasal yang berhubungan dengan masalah 
bertanggungjawab ini, sebenamya secara tidak langsung telah metnuat 
apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. Di pasal 
ini dimuat ulasan yang terdapat pada diri si pembuat, yang menjadi 
alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
5. Unsur memenuhi rumusan Undang-undang 
 
Unsur yang tidak kalah pentingnya apabila dibanding dengan 
unsur-unsur yang lain adalah unsur-unsur memenuhi rumusan 
undang-undang, yang dengan kata lain dapatlah dipahami bahwa untuk 
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dapat dikatakan ada tindak pidana. jika Undang-Undang sendiri telah 
mengatur sebelum perbuatan itu sendiri dilakukan. 
Hal ini akan jelas.iika kita menengok kembali Pasal 1 ayat (1) 
yaitu : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam perundang-udangan yang telah ada, 
sebelum perbuatan dilakukan ". 
Dengan penjelasan pasal di atas, sudah jelas mengenai maksud 
dan bagaimana seharusnya pemakaian dalain praktek. Tetapi ilmu 
hukum adalah ilmu sosial yang selalu berkembang mengikuti 
perkembangan masyarakat. Ternyata suatu perbuatan / tindak pidana 
itu terkadang lebih cepat ada dan berkembang dibanding dengan 
undang-undang pidana lainnya. Selanjutnya kejahatan jenis baru 
apakah harus dibiarkan hanya karena tidak ada dasar kekuatan 
hukumnya untuk menindak. Dalam hal ini tergantung kebijaksanaan 
hakim dan hakim memiliki fungsi juga untuk membuat hukum 
 
     3. Tinjauan Umum Tentang Perjudian 
a. Sejarah Perjudian 
Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak 
dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai 
macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal 
dengan istilah hazardspel. 
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Pada mulanya perjudian adalah salah satu kebiasaan adat dari suatu 
suku daerah tertentu yang hingga sekarang sering dilakukan. Peruvian yang 
dilakukan pada awalnya hanya berwujud permainan untuk mengisi waktu 
senggang guna menghibur hati dan untuk mencari kesenangan yang semata-
mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan. Sifatnya 
pun rekreatif netral. Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun 
permainan judi mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai 
hal, baik menyangkut macam, jenis maupun jumlah atau taruhan disini tidak 
selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain 
yang bernilai. 
Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-
untungan. Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak mengandung 
unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan peruntungan. Menurut 
para penjudi, nasib menang atau kalah itu sudah merupakan “suratan”, 
sudah menjadi nasib. Masyarakat modern, mengembangkan macam-macam 
permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi 
menjadikan aktivitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan 
dan harapan untuk menang. Namun demikian mereka percaya unsur 
kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu. 
Pada perjudian itu ada pengharapan unsur ketegangan yang 
disebabkan ketidakpastian menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini 
membuat mereka semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan nafsu 
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yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. 
Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan 
animistik pada nasib peruntungan. Kepercayaan semacam ini tampaknya 
anakhronistik (tidak pada tempatnya) pada masa sekarang, namun tidak 
urung masih melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, 
sehingga nafsu berjudiannya tidak terkendali; dan jadilah mereka penjudi-
penjudi profesional yang tidak kenal rasa jera. 
Pada masa sekarang ini bentuk perjudian ini tidak hanya bersifat 
mengisi waktu tetapi tidak jarang sudah menjadi bahan bisnis yang bersifat 
untung-untungan bagi sebagian masyarakat. Tindak pidana yang sulit 
dilakukan perseorangan-perseorangan ini di lakukan oleh suatu organisai 
atau perkumpulan dengan jaringan yang luas. 
Banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta 
ketrampilan dijadikan alat judi. Misalnya pertandingan-pertandingan atletik, 
badminton, sepakbola, tinju, gulat dan macam-macam olahraga lainnya. 
Juga pacuan-pacuan misal: pacuan kuda, karapan sapi, dll. Pada peristiwa 
semacam ini sering terjadi suapan-suapan dengan jumlah uang yang cukup 
besar untuk merangsang pemain, sehingga ada pemain-pemain yang 
melakukan kecurangan-kecurangan, atau bahkan bersedia “mengalah” demi 
keuntungan komersial satu kelompok penjudi atau petaruh tertentu. Uang 
suap /sogok tersebut menstranformasikan keahlian dan ketrampilan pemain 
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dalam bentuk: kesalahan-kesalahan yang aneh, pemainan kasar dan curang, 
atau macam-macam hambatan lainnya. 
b. Definisi Perjudian 
Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan 
satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya 
resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, 
pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. 
Dalam arti kata luas yang termasuk permainan judi juga segala 
permainan yang umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada 
secara kebetulan atau nasib, biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa 
bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain. 
Selain dari pada itu termasuk permainan judi juga segala pertaruhan 
dalam pacuan kuda, perlombaan sepak bola, pertaruhan antara orang-orang 
yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, dan sebagainya. 
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian 
Di dalam ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 
1 dan 2 KUHP, Undang-Undang melarang dilakukannya dua macam 
perbuatan, yakni: 
1) Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni pembuatan-pembuatan 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi; 
2) Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau 
memberikan kesempatan untuk bermain judi. 
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Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur 
dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP itu terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut: 
a) Unsur Subjektif : dengan sengaja 
b) Unsur-unsur Objektif :  
1) Barang siapa 
2) Tanpa mempunyai hak untuk itu 
3) Menawarkan atau memberikan kesempatan  
4) Melakukan sebagai usaha 
5) Untuk bermain judi. 
3) Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi “kesengajaan” 
tersebut, maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili 
perkara, hakim harus dapat membuktikan tentang:  
a) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan 
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu 
sebagai suatu usaha; 
b) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau 
memberikan kesempatan untuk bermain judi; 
c) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau kesempatan 
yang ia berikan itu adalah untuk bermain judi.18 
 
4) Tindak Pidana kedua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur dalam Pasal 303 (ayat 1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur: 
a) Unsur subjektif : Dengan sengaja 
                                                 
18 Lamintang, Op. Cit. hal. 320. 
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b) Unsur objektif : 
(1) Barang 
(2) Tanpa mempunyai hak 
(3) Turut serta dengan melakukan sesuatu 
(4) Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan 
kesempatan untuk bermain judi 
Tindak Pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur dalam Pasal 303 (ayat 1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur: 
a. Unsur subjektif : Dengan sengaja 
b. Unsur objektif : (1). Dengan sengaja 
(2).Barang siapa 
(3).Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
bermain judi kepada khalayak ramai. 
Tindak Pidana  yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur dalam Pasal 303 (ayat 1) angka 3, terdiri dari unsur-unsur objektif saja, 
yaitu: 
(1) Barang siapa, 
(2) Tanpa mempunyai hak, 
(3) Turut serta, 
(4) Sebagai suatu usaha, 
(5) Dalam permaianan 
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Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan suatu 
unsur subjektif di dalam rumusan tindak pidana tersebut merupakan suatu 














Tindak pidana  yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur 
objektif: 
(1)  Barang siapa; 
(2)  Memakai kesempatan yang terbukti untuk berjudi; 
                                                 
19 Ibid. Hal. 329 
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(3) Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 303 KUHP. 
Unsur objektif pertama menunjukkan orang yang apabila terbukti 
memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di 
dalam ketentuan pidana yang diatur disebut sebagai pelaku tindak pidana 
tersebut. 
Unsur objektif kedua maksudnya bukan setiap pemakaian kesempatan 
yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, 
misalnya dengan berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi telah 
diberikan oleh seseorang melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan 
berjudi atau main judi. 
Unsur objektif ketiga maksudnya bukan bertindak sebagai orang yang 
memberikan kesempatan untuk berjudi melainkan sebagai orang yang diatur 
dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur: 
(1)  Barang siapa 
(2)  Turut serta berjudi 
(3) Diatas atau ditepi jalan atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum. 
Unsur objektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang 
tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang 
dimaksudkan diatas, dan penyelenggaraan perjudian itu ternyata tidak 
mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang , maka ia disebut sebagai 
pelaku tindak pidana tersebut. 
 l 
Unsur objektif kedua, kata “ turut serta” jangan diartikan 
“keturutsertaan” atau “deelneming” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 
55 dan 56 KUHP, melainkan harus diartikan dalam pengertian yang umum 
menurut bahasa sehari-hari hingga orang yang in concreto berjudi itu juga 
dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi. 
Unsur objektif ketiga, yang dimaksudkan dengan “jalan umum” itu 
ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 
d. Pandangan Masyarakat Mengenai Perjudian 
Tanggapan masyarakat terhadap perjudian berbeda-beda ini. Ada  
yang menolak sama sekali, karena menganggap judi sebagai perbuatan dosa, 
dan haram sifatnya. Namun ada yang bersikap netral, ada pula yang 
menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan.  
Bagi penganut agama Kristen, perjudian adalah larangan, sebab 
penghasilan yang halal itu bukanlah hasil pertaruhan, akan tetapi merupakan 
hasil jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan Keangungan Tuhan. 
Ajaran agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi atau pertaruhan 
dianggap perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak 
mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.20  
Bagi masyarakat Jawa judi digolongkan ke dalam aktifitas 5-M (ma-
lima) yang merupakan tabu. 5-M itu sendiri ialah minum-minuman keras dan 
mabuk-mabukan, madon (bermain dengan wanita pelacur), maling (mencuri), 
                                                 
20 Kartini Kartono, Op. Cit. hal. 71-72 
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madat (minum candu, narkotik, ganja, dan lain-lain), main judi dan bertaruh. 
Bermain judi membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, 
berkulit dan bermuka tebal. Jika modalnya habis, dia bisa menjadi kalap, lalu 
sampai hati merampas hak milik orang lain, merampok atau mencuri. Harta 
warisan dan semua harta kekayaan, bahkan juga anak dan isterinya habis 
dipertaruhkan di meja judi. Sebaliknya, apabila ia menang berjudi, hatinya 
mekar senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka wanita 
lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu 
“merebut” kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah dan gila kemengan. 
Namun akibatnya dia justru menerima banyak kekalahan. Ekses berjudi itu 
bisa merangsang orang untuk berbuat kriminal misal: mencuri, merampok, 
merampas, korupsi, menggelapkan uang dan melakukan macam-macam 




 Banyak orang modern menganggap perjudian sebagai suatu rekreasi 
yang netral, dan tidak mengandung unsur dosa, perjudian bisa menimbulkan 
kegairahan dan harapan-harapan. Disamping itu perjudian dan usaha-usaha 
kasino bisa dijadikan sumber keuangan dari oknum organisasi partai politik 
dan pemerintah daerah.  
                                                 
21 Ibid. Hal. 72 
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 e. Dampak Perjudian 
Perjudian mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kondisi pelaku, baik 
itu rumah tangga maupun masyarakat. Dampak yang sering muncul dengan 
adanya perjudian antara lain: 
1) Ketertiban dan Keamanan masyarakat terganggu 
2) Rusaknya Ekonomi Rumah Tangga 
3) Dapat meningkatkan tindakan kriminal 
4) Dampak Psikologi bagi pelaku serta keluarga 
Selain itu kebiasaan berjudi mengkoordinisir mental individu menjadi 
ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa 
pertimbangan. Ekses perjudian lebih lanjut antara lain ialah:22  
1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan 
melakukan tindak pidana korupsi. 
2) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu 
judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek. 
3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu 
dalam keadaan tegang, tidak imbang. 
4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan 
menentu. 
5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan 
berjudi. 
6) Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan, 
7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan 
sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.. 
8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi 
sangat labil. 
9) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari 
modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu. 
                                                 
22 Ibid, Hal. 74 
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10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang 
bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha 
kerjanya. 
11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kuranglah iman kepada Tuhan, 
sehingga mudah tergoda tindak asusila. 
 
e. Tinjauan Hukum Terhadap Perjudian 
1) Ditinjau dari KUHP  
Di dalam KUHP ada dua Pasal yang melarang tentang perjudian, 
yaitu Pasal 303 KUHP berupa kejahatan dan Pasal 542 KUHP berupa 
pelanggarang, pidana yang diancamkan dalam Pasal-Pasal itu ringan-
ringan saja, yaitu masing-masing pidana penjara selama-lamanya dua 
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah 
dan pidana kurungan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus 
rupiah. 
Kemudian di Undang-Undang No. 7 tahun 1974 ancaman pidana 
bagi perjudian tersebut diatas diperberat, perincian perubahannya sebagai 
berikut: 
a). Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP diperberat menjadi 
pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-
banyak dua puluh lima juta rupiah. 
b). Pasal 542 KUHP yang semula merupakan suatu pelanggaran diangkat 
menjadi suatu kejahatan dan di ganti sebutan menjadi Pasal 303 bis 
KUHP. Sedang ancaman pidananya pun diperberat yaitu : 
 liv 
Ayat 1 menjadi : pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau 
denda sepuluh juta rupiah. 
Ayat 2 menjadi : pidana penjara selama-lamanya enam tahun  atau 
denda lima belas juta rupiah. 
2) Ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 
Dengan diadakannya UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban 
Perjudian ini dapat diketahui melalui pertimbangan atau konsideran. 
Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, 
kesusilaan, moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 
Disamping itu karena Pasal-Pasal yang mengaturnya dalam KUHP 
di pandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, maka 
didalam menghadapi hal tersebut perlu diadakan perubahan dengan 
memperberat ancaman hukuman yang ada dalam KUHP tersebut, yaitu 
melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Sebelum dikeluarkannya 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, 
perjudian di dalam Pasal 303 KUHP ancaman hukumannya adalah dua 
tahun belapan bulan. 
Pada waktu di keluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 
Tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana 
perjudian dianggap sebagai kejahatan bukan pelanggaran. Pernyataan 
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tersebut dapat di buktikan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 
tahun 1974. 
 
     4. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian 
a. Penaggulangan dengan Cara Preventif 
Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara preventif 
artinya penanggulangan yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya 
tindak pidana perjudian itu sendiri. Disamping itu Hukum Pidana juga 
merupakan “obat terakhir”, yang artinya apabila sanksi lain sudah tidak 
mampu baru menggunakan hukum pidana. 
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian 
sebagai upaya penanggulangan perjudian yang bersifat preventif, yaitu: 
1) Memberi peringatan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang biasa 
melakukan perjudian ditempat-tempat umum. 
2) Menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar 
membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur 
agama kepada pelaku perjudian khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan dilakukannya upaya 
preventif dimungkinkan akan mencegah terjadinya bentrokan sosial antara 
lapisan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana perjudian di 
bandingkan apabila di lakukan dengan upaya represif dari pihak kepolisian. 
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Dengan upaya preventif ini juga dapat menjalin kedekatan hubungan antara 
aparat kepolisian dengan masyarakat. 
b. Penanggulangan dengan Cara Represif 
Salah satu cara penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara 
represif yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana pada barang siapa yang 
melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan peraturan dan hukum acara 
yang berlaku (KUHP dan KUHAP). 
Sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:23  
1) Pidana pokok 
a). Pidana mati 
b). Pidana penjara 
c). Pidana kurungan 
d). Pidana denda 
2) Pidana tambahan 
a). Pencabutan hak-hak tertentu 
b). Perambasan barang-barang tertentu 
c). Pengumuman keputusan hakim 
 
Pemberian sanksi pidana itu baru dapat dikenakan terhadap pelaku 
tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam 
Pasal-Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian. 
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana perjudian dengan menggunakan cara represif, 
yaitu: 
                                                 
23 Moelyatno, Lop Cit. hal 6 
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1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap tindak 
pidana perjudian 
2) Melakukan operasi-operasi/penggerebekan ke tempat-tempat dan di waktu 
yang rawan terjadi tindak pidana perjudian. 
 
       5. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Republik Indonesia 
a. Pengertian Peran 
Peran yang dalam kamus bahasa Indonesia adalah partisipasi aktif 
yang dimiliki oleh setiap orang atau organisasi di dalam menjalankan 
tugas atau kewajiabannya. Peran memiliki fungsi yang sangat signifikan 
sehubungan bidang tugas yang ada pada seseorang maupun Lembaga.  
 
b. Peran Kepolisian 
Peran kepolisian merupakan tugas yang ada di pundak seorang polisi 
maupun  lembaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum di dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. Dalam masyarakat keberhasilan suatu 
hukum sangat tergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap kita lihat 
adalah sebaliknya sering melanggar peraturan dan melakukan 
penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini yang menjadi 
permasalahannya sekarang adalah bagaimana membuat warga masyarakat 
tersebut mau sadar sepenuhnya untuk mentaati peraturan dengan sukarela 
dan sama sekali tanpa paksaan. 
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Suatu peraturan sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang 
baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat 
penegak hukum tersebut adalah Polisi. 
a. Pejabat Kepolisian berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 
Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan 
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. 
(Pasal 1 butir 1) Polisi adalah alat negara yang merupakan pegawai negeri 
pada Kepolisian Negara RI yang berdasarkan Undang-Undang dan 
memiliki wewenang umum Kepolisian. Juga disebutkan bahwa Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 butir 2) 
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota 
Kepolisan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 
memiliki wewenang umum kepolisian. (Pasal 1 butir 3) 
b. Peran dan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
(Pasal 13) 
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
2) Menegakkan hukum, dan 
3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia bertugas: (Pasal 14) 
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1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawal, dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan. 
4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat; 
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa; 
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-
Undangan lainnya; 
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian; 
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan  ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia; 
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10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; 
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta 
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-
Undangan. 
c. Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya Kepolisian Negara Republik 
Indonesia secara umum berwenang: (Pasal 15 ayat (1)) 
1) Menerima laporan dan atau pengaduan; 
2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
menganggu ketertiban umum; 
3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administrasi kepolisian; 
6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka pencegahan; 
7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang; 
9) Mencari keterangan dan barang bukti; 
10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional; 
 lxi 
11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan masyarakat; 
12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perUndang-Undangan lainnya berwenang: (Pasal 15 ayat 2) 
1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya; 
2) Mengadakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 
peledak, dan senjata tajam. 
6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 
badan usaha di bidang jasa pengamanan. 
7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan 
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 
8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidik 
dan menberantas kejahatan internasional; 
9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang  asing 
yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 
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10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 
internasional; 
11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas 
kepolisian. 
d. Peranan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Peranan utama polisi yang berkaitan dengan aspek preventif adalah 
memberi pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
menuju kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
perUndang-Undangan. 
Secara lebih tegas peran Kepolisan diatur dalam Pasal 5 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
Sedangkan fungsi dari Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu 
fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
e. Tujuan Kepolisian Negara RI 
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Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 
hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
 
       6. Teori  Bekerjanya  Hukum 
Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum 
merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian 
dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila 
warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam 
kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk 
mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.24  Oleh karena itu hukum 
melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia 
satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu 
juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat 
menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia 
dengan lembaga. 
                                                 
24 Soerjono Soekanto,  Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, Alumni. Bandung. 1986. 
hal. 19 
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Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial 
mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur 
retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang 
dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh 
suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada 
hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga 
serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang 
diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu 
anggota masyarakat,  maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak 
hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu bermacam-macam. 
Termasuk dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang 
Penertiban Perjudian di Wilayah Hukum Polres Sragen, diperlukan kesadaran 
dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya baik itu aparat penegak hukum  
(Polisi) maupun masyarakat dan juga lembaga penerapnya dalam hal ini 
Kepolisian Resort Sragen.  
Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang 
dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan 
demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku 
pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-
keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan 
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sanksi.25  Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan 
konsekuen, bukan karena kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, 
tetapi karena sikap toleran  agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi.  Mengambil sikap toleran yaitu sementara pelanggar 
norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Di samping itu, kadar 
ketaatannya juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya atau dari hukum  
dan para aparat penegak hukumnya. Sehingga tidak jarang pula terlihat 
kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud dan tujuan 
peraturn dengan perilaku yang diwujudkan. 
Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak 
hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah 
undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancangan 
undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus 
memusatkan tugasnya dengan baik pula.  Hukum agar bisa berfungsi sebagai 
sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat 
(pegawai), maka dapat dipakai pula pendekatan dengan mengambil teori 
Robert Siedman  yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam 
masyarakat itu melibatkan tiga komponen dasar, yaitu pembuat  hukum 
(Undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang peranan. Dengan 
mencoba untuk menerapkan pandangan tersebut di dalam analisisnya 
                                                 
25 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya, ELSAM, Jakarta. 
1986. hal. 58 
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mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Model tentang bekerjanya 
hukum itu dilukiskan di dalam bagan  sebagai berikut: 
Gambar 1: Bagan Teori Robert Siedman dan Chamblis26  
Faktor-faktor sosial dan 
 personal lainnya 
 
 
     
     Norma 
 
        aktivitas penerapan 
 
               Faktor-faktor sosial dan                          faktor-faktor sosial dan personal 
lainnya       personal lainnya 
         
         Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana hukum, 
perilakunya ditentukan pula peranan yang diharapkan daripadanya, namun 
harapan itu tidak hanya ditentukan oleh peraturan-peraturan saja, melainkan 
juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, termasuk faktor yang ikut 
menentukan bagiamana respon yang diberikan oleh pemegang peran adalah 
sebagai berikut:27  
a. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya 
b. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum 
                                                 
26 Robert Saidman dan Chamblis,  Law, order and Power, Reading, mass: Affison-Wesly. hal. 12 
 















c. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri 




      6. Teori Kebijakan 
a. Pengertian Kebijakan 
Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini dengan segala 
kegiatan pemerintahan tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai 
kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemukan dalam bidang 
kesejahteraan sosial (social welfare), di bidang kesehatan, perumahan 
rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, 
pendidikan nasional dan lain sebagainya. 
Menurut Carl Fredrich, kebijakan  adalah  suatu arah tindakan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan 
kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atua 
merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu28  
            Harold D. Laswell memberikan definisi kebijakan publik sebagai 
berikut29 : 
                                                 
28 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan, Media Presindo, Yogyakarta, 2002, hal. 16 
29 Seriono, Bahan Materi Matrikulai Hukum Kebijakan Publik, Mahasiswa Baru Prodi Ilmu Hukum 
Pascasaejana UNS,  2004,. Hal 1  
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1) Kebijakan  Publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai 
dan praktek-praktek yang terarah. 
2) Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak 
dilakukan oleh pemerintah. 
Thomas R.Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is 
whatever government choose to do or not to do”. Secara sederhana 
pengertian kebijakan publik dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut: 30 
a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah (What government do?) 
b. Mengapa dilakukan tindakan itu (Why government do?) 
c. Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan 
kenyataan (What defference it make?) 
 
Lebih lanjut James Anderson menyatakan 4 (empat) konsep 
kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi31 :  
1) Kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan 
perilaku secar aserampangan. 
2) Kebijakan publik merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh 
pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-
keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya 
keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, 
tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. 
3) Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah 
dan bukan apa yang diinginkan pemerintah. 
4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan 
negative. Positif : kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan 
pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. 
Negative : kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh 
pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan 
dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang 
memerlukan keterlibatan pemerintah. 
                                                 
30 Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Suryandaru 
Utama,  2001, hal. 8 




b. Model Kebijakan Publik 
Thomas R.Dye dalam bukunya  Understanding Public Policy  menyebutkan 
ada tujuh model tentang pembentukan kebijakan yaitu :32 
1) Policy as institutional activity 
Model ini pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Menurut pandangan 
ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara, baik secara 
perorangan maupun secara berkelompok pada umumnya ditujukan kepada 
lembaga pemerintah. 
Kebijakan publik menurut model ini ditetapkan, disahkan, dan 
dilaksanakan serta dipaksakan berlakunya oleh lembaga pemerintah. 
Dalam kaitan ini terdapat hubungan yang erat antara kebijakan, antara 
kebijakan publik dengan lembaga pemerintah. Interaksi antara lembaga-
lembaga pemerintah tersebut yang membentuk kebijakan. Di lain pihak, 
betapapun kerasnya kehendak publik, apabila tidak mendapatkan 
perhatian dari lembaga pemerintah, maka kehendak itu tidak akan menjadi 
kebijakan publik. Thomas R. Dye menggambarkan eratnya hubungan 
kebijakan publik dengan lembaga pemerintah yaitu: 
                                                 
32 Thomas R. Dey, Understanding Public Policy, Florida: State University, 1981, hal. 19-32 
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“The relationship between public policy and governmental institutions is 
very closed, strictly speaking a policy does not become public policy until 
it is adopted, and enforce by come governmental institutions” 
Gambar: 2  



















                      Sumber  diringkas dari Thomas R. Dye  
 
Gambar ini kurang sesuai bagi suatu Negara yang demokratis, di mana 
dalam Negara demokratis kehendak public diharapkan tercermin dalam 
kehendak penguasa. Bagaimana pun juga, dalam suatu Negara demokratis, 
proses kegiatan Negara harus juga meurpakan suatu proses dimana semua 
warganya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbagannya dengan 
leluasa. 
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2) Policy as elit preference, disebut juga dengan Elite Theory 
Teori elit dikembangkan dengan mengacu pada teori elit, yang pada 
umumnya menentang  keras terhadap pandangan bahwa kekuasaan  dalam 
masyarakat itu berdistribusi secara merata. Suatu kebijakan publik selalu 
mengalir dari atas ke bawah yaitu dari elit ke massa (rakyat). Kebijakan  ini 
tidak akan muncul dari bawah yang berasal dari tuntutan-tuntutan rakyat. 
Menurut Thomas R. Dye teori ini dilandasi oleh beberapa asumsi dasar 
sebagai berikut: 
1) Masyarakat terbagi dalam dua bagian, yaitu yang jumlahnya sedikit dan 
berkuasa serta mereka yang jumlahnya banyak namun tidak mempunyai 
kekuasaan dan tidak turut serta menetapkan kebijakan publik. 
2) Mereka yang jumlahnya sedikit dan memerintah itu (elit) tidak 
mempunyai cirri-ciri yang sama bila dibandingkan dengan massa yang 
diperintahkan. Golongan elit ini biasanya berasal dari lapisan sosial 
ekonomi teratas dalam masyarakat. 
3) Pergeseran posisi dari kalangan bukan elit kedudukan-kedudukan elit 
biasanya berlangsung lamban, karena adanya kecenderungan untuk 
mempertahankan stabilitas seraya menghindari revolusi. 
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4) Golongan elit pada umumnya mempunyai kesadaran bersama mengenai 
nilai-nilai dasar dari system social yang berlaku dan berusaha untuk 
melanggengkan system social tersebut. 
5) Kebijakan publik tidaklah mencerminkan tuntutan-tuntutan rakyat 
melainkan lebih men cerminkan upaya golongan elit untuk melestarikan 
nilainilai mereka. Oleh karena itu, perubahan-perubahan  dalam kebijakan 
publik pada umumnya sedikit demi sedikit (incremental) dan tidak 
berlangsung revolusioner. 
6) Keaktifan golongan elit sebenarnya menunjukkan betapa kecilnya 
pengaruh massa (rakyat). Golongan elit yang lebih banyak mempengaruhi 





Bagan Elite Theory  
                                                          Elite 
          Policy direction 
                                                          Official and 
                                                       Administrators  
      Policy executive 
                              




      Sumber : Thomas R.Dey   
 lxxiii 
           Penerapan teori-teori tentang pembuatan kebijakan ini tidak hanya 
menggunakan satu jenis teori saja, akan tetapi dapat juga terjadi suatu 
kebijakan publik yang diputuskan, dipertimbangkan menurut jenis teori untuk 
lebih memungkinkan terpilihnya suatu alternative kebijakan secara tepat. 
 
3) Policy as Group Equilibrum, disebut juga Model Kelompok 
Teori ini pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi 
antar kelompok dalam masyarakat merupakan pusat perhatian kebijakan. 
Individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama 
biasanya akan bergabung baik secara formal maupun informal untuk 
mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah. 
Selanjutnya David Truman berpendapat bahwa perilaku kelompok-kelompok 
kepentingan tersebut akan membawa akibat-akibat kebijakan kalau mereka 
dalam mengajukan tuntutan-tuntutannya, yang ditujukan terhadap lembaga-
lembaga pemerintah. 
Dalam teori kelompok ini, perilaku individu akan mempunyai makna 
politik kalau mereka bertindak sebagai bagian atau atas kepentingan 
kelompok. Dengan perkataan lain, kelompok pada dasarnya dipandang 
sebagai jembatan yang pentinga antara individu dengan pemerintah karena 
politik adalah perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok untuk 
mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu sudut pandang teori ini 
mendefinisikan tugas utama yang diemban dari system politik adalah untuk 
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mengelola konflik-konflik yang timbul dalam perjuangan antar kelompok 
dengan cara-cara: 
a) Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok; 
b) Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan-
kepentingan; 
c) Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk kebijakan 
publik dan memaksakan kompromi tersebut. 
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Sumber : Thomas R. Dye  
Teori ini beranggapan bahwa kebijakan publik pada dasarnya 
mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar 
kelompok, seperti yang tertuang pada gambar 4. kebijakan publik pada 
dasarnya adalah keadaan seimbang yang tercapai dalam perjuangan antar 
kelompok pada suatu waktu tertentu dan ia mencerminkan keseimbangan 
setelah pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu berhasil mengarahkan 






4) Policy as Efficient Goal Achievement, disebut juga model Rasional 
Komprehensif 
Teori model rasional komprehensif dipelopori oleh Herbert A. Simon 
menurut konsep manusia administrasi pembuat keputusan tidak pernah 
memperoleh atau informasi yang lengkap, dan oleh karenanya  tidak pernah 
dapat mencapai pilihan-pilihan yang mempunyai nilai paling tinggi. Artinya 
bahwa kepastian daya pikir manusia dalam merumuskan dan mengatasi 
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masalah-masalah yang kompleks sangat terbatas dibandingkan  dengan 
permasalahan yang dihadapi. Model rasional komprehensif lebih lanjut 
menekankan pada pembuatan keputusan rasional dengan bermodalkan pada 
komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan. Dalam model 
ini konsep rasionalitas sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa suatu kebijakan yang rasional itu sama dengan kebijakan 
yang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang 
dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternative-
alternatif yang lain. Model ini meurpakan model perumusan kebijakan yang 
paling terkenal dan juga yang paling luas diterima di kalangan pengkaji 
kebijakan publik. Pada dasarnya model ini terdiri dari beberapa elemen yakni: 
1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini 
dapat dipisahkan dengan masalah-masalah yang lain atau paling tidak 
masalaht ersebut dapat dipandang bermakna bila dibandingkan dengan 
masalah-masalah yang lain. 
2) Tujuan-tujuan,  nilai-nilai atau sasaran-sasaran yang mengarahkan 
pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya. 
3) Berbagai alterantif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki. 
4) Konsekuensi-konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap 
pemilihan alternative diteliti. 
5) Setiap alternative dan konsekuensi yang menyertainya dapat dibandingkan 
dengan alternative-alternatif lain. Pembuat keputusan  memiliki alternative 
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beserta konsekuensi-konsekuensi yang memaksimalkan pencapaian 
tujuan, nilai atau sasaran-sasaran yang hendak dicapai. 
6) Akhirnya pembuat kebijakan memilih alternative yang terbaik, yaitu yang 
nilai konsekuensinya paling cocok (rasional) dengan tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan. 


































Keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan suatu keputusan rasional, 
yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian 
beberapa ahli kebijakan publik mengajukan keberatan dan kritik terhadap 
model ini. 
Pertama, model rasional komprehensif para pembuat keputusan tidak 
dihadapkan pada masalah-masalah  kongkrit yang jelas. Masalah yang sering 
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dihadapi di lapangan adalah kesulitan dalam membatasi masalah itu sendiri. 
Seringkali para pembuat keputusan gagal mendefinisikan masalah yang jelas. 
Akibatnya, keputusan yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut 
tidak tepat atau melenceng sama sekali. 
Kedua, kelemaham model rasional komprehensif adalah tidak realities 
dalam tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Menurut 
model ini pembuat keputusan akan mempunyai cukup informasi mengenai 
alternative-alternatif yang digunakan untuk menanggulangi masalah. Asumsi 
yang digunakan adalah bahwa pembuat keputusan akan mampu membuat 
perbandingan alternative-alternatif berdasarkan biaya dan keuntungan secara 
tepat. Para pembuat keputusan seringkali dihadapkan oleh masalah kurangnya 
waktu, kesulitan mengumpulkan informasi dan meramalkan kerumitan 
perhitungan-perhitungan masa depan. Hal ini berakibat pada ketidakakuratan 
informasi yang digunakan karena proses pengumpulan informasi itu sendiri 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Ketiga, merujuk pada aspek nilai. Para pembuat kebijakan publik 
biasanya dihadapkan dengan situasi konflik daripada nilai. Sementara itu 
nilai-nilai yang bertentangan tersebut tidak mudah diperbandingkan atau 
diukur bobotnya. Menurut para pengkritik model rasional komprehensif, para 
pembuat keputusan mempunyai kemungkinan untuk mengacaukan nilai-nilai 
pribadi dengan nilai-nilai public. Pada akhirnya, asumsi rasionalistik yang 
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menyatakan bahwa fakta-fakta dan nilai-nilai dapat dipisahkan dengan mudah 
tidak berlaku dan sulit untuk dilaksanakan. 
Keempat, kritik terhadap model ini lebih merujuk pada kenyataan bahwa 
para pembuat keputusan tidak mempunyai motivasi untuk menetapkan 
keputusan-keputusan berdasarkan tujuan-tujuan masyarakat, tetapi sebaliknya 
mereka mencoba memaksimalkan ganjaran-ganjaran mereka sendiri, seperti 
misalnya kekuasaan, kedudukan, motivasi agar dipilih pada pemilu 
mendatang, uang dan sebagainya. Kelima, para pembuat kebijakan 
mempunyai kebutuhan-kebutuhan, hambatan-hambatan dan kekurangan-
kekurangan sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengambil 
keputusan-keputusan atas dasar rasionalitas tinggi. 
Kritik kelima ini lebih didasarkan pada kelemahan-kelemahan yang 
secara alamiah dimiliki manusia. Keenam, sekalipun para pembuat keputusan 
dapat memanfaatkan teknik-teknik analisis computer yang paling maju, 
mereka tidak mempunyai kecakapan yang cukup untuk menghitung rasio 
biaya dan keuntungan scara tepat bila sejumlah besar nilai yang berbeda-beda, 
seperti politik, hukum, ekonomi, social, budaya yang menjadi taruhannya. 
Ketujuh, investasi-investasi yang besar dalam program-program dan 
kebijakan menyebabkan pembuat keputusan tidak mempertimbangkan lagi 
alternative-alternatif yang telah ditetapkan oleh keputusan sebelumnya. 
Kedelapan terdapat banyak hambatan dalam mengumpulkan semua informasi 
yang diperlukan untuk mengetahui semua kemungkinan alternative, termasuk 
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di dalamnya biaya pengumpulan informasi, ketersediaan informasi dan waktu 
yang dibutuhkan untuk pengumpulannya. 
5) Policy as Variation on the past, disebut juga dengan Incrementalism Theory. 
Incrementalism theory atau disingkat incremental didasarkan atas teori 
seorang sarjana ekonomi Charles E. Lendblom yang menjelaskan tentang 
proses pembuatan keputusan di dalam bukunya yang berjudul the Science of 
Muddling Through. 
 Teori inkremental  memandang kebijaksanaan Negara sebagai 
kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya 
mengubah (memodifikasi) sedikit-sedikit. Dalam model kebijaksanaan ini 
biasanya pembuat keputusan selalu diliputi dengan keterbatasan waktu, 
kecakapan dan biaya, maka ia tidak mungkin dapat menganalisa semua nilai-
nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, keseluruhan alternative-alternatif 
kebijaksanaan beserta konsekuensinya, menilai rasio, biaya, keuntungan 
secara detail menyadari akan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada 
pembuat keputusan, maka model modifikasi secara sedikit-sedikit atas 
kebijaksanaan yang ada sebelumnya dengan menambah, mengurangi, 
memodifikasi sedikit program-program kebijakan Negara tadi atas dasar 
pembuatan keputusan-keputusan yang baru. 
 Model ini merupakan kritik dan perbaikan terhadap model rasional 
komprehensif. Kaum inkrementalis melihat pengembangan dan implementasi 
kebijakan sebagai proses dari penyesuaian (adjustment) yang konstan pada 
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akibat-akibat (jangka pendek maupun jangka panjang) dari suatu tindakan. 
Informasi dan pengetahuan tidak pernah dirasa cukup untuk menghasilkan 
sebuah program kebijakan yang lengkap. Nilai-nilai yang dihubungkjan 
dengan pendekatan ini adalah nilai-nilai yang dihubungkan pada masa lalu 
atau dari status quo (keadaan tetap pada suatu saat tertentu). Kebijakan bagi 
kaum inkrementalis cenderung menjadi sebuah pemekaran yang berangsur-
angsur. Tujuan-tujuan timbul sebagai konsekuensi dari tuntutan, untuk 
mengerjakan suatu yang baru ataupun yang lebih khas lagi, untuk membuat 
penyesuaian-penyesuaian dari apa yang telah ada di dalam buku-buku. Hasil-
hasil program cenderung tumpul, tak langsung, berputar-putar dan tidak 
terintegrasi merupakan kelemahan dari model kebijakan incremental.  
6) Policy as rational choice competitive situations, disebut juga game theory. 
Menurut Thomas R. Dye game theory bertitik tolak pada tiga hal pokok yaitu 
: 
1) Kebijakan yang akan diambil tergantung pada (setidak-tidaknya) dua 
pemain atau lebih; 
2) Kebijakan yang dipilih ditarik dari dua atau lebih alternative pemecahan 
yang diajukan oleh masing-masing pemain; 
3) Pemain-pemain selalu dihadapkan pada situasi yang serba bersaing dalam 
pengambil keputusan. 
Gambar: 6  
Bagan game theory. 
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    Sumber : Thomas R.Dye  
 
Thomas R. Dye menggambarkan, bahwa dua pemain yang akan mengambil 
suatu kebijakan, masing-masing pemain mempunyai dua alternative 
pemecahan yang dapat mereka ambil. Keduanya dihadapkan pada situasi yang 
saling bersaing (berkompetisi), dan pilihan akan dijatuhkan pada pilihan yang 
saling bergantung. 
7) Policy as system output, disbut juga dengan system theory 
Teori sistem pada dasarnya merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh 
David Easton. Menurut Easton bahwa kegiatan politik itu dapat dianalisa dari 
sudut pandang sistem yang terdiri dari sejumlah proses yang harus tetap 
dalam keadaan seimbang kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga 
kelestariannya. Secara singkat teori David Easton diuraikan sebagai berikut: 
Gambar 7 
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Sumber : Thomas R.Dye  
 
Menurut Thomas R.Dye melalui teori system ini dapat diperoleh 
petunjuk-petunjuk mengenai : 
a) Dimensi-dimensi lingkungan apakah yang menimbulkan tuntutan-tuntutan 
terhadap system politik? 
b) Ciri-ciri system politik yang bagaimanakah yang memungkinkannya 
untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi kebijakan publik dan 
berlangsung terus menerus? 
c) Dengan cara yang bagaimana masukan-masukan yang berasal dari 
lingkungan mempengaruhi system politik? 
d) Ciri-ciri system politik yang bagaimanakah yang mempengaruhi isi 
kebijakan publik? 
e) Bagaimanakah masukan-masukan yang berasal dari lingkungan 
mempengaruhi kebijakan publik? 
f) Bagaimanakah kebijakan publik melalui mekanisme umpan balik 
mempengaruhi lingkugan dan system politik itu sendiri? 
 
c. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik 
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Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari 33:  
1) Formulasi Hukum dan Kebijakan Publik 
Hubungan pembentukan hukum dan kebijakan publik saling memperkuat 
satu dengan yang lain. Sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan 
publik di dalamnya maka produk hukum itu akan kehilangan makna 
substansinya. Sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa ada 
legalisasi hukum, akan lemah pada tatanan operasionalnya. 
2) Penerapan/implementasi hukum dan kebijakan publik. 
Pada dasarnya di dalam penerapan hukum tergantung pada 4 unsur seperti 
yang disampaikan pada kuliah Matrikulasi Program Studi Ilmu Hukum 
Pascasarjana UNS oleh Setiono 34: 
a) Unsur hukum 
Unsur hukum disini oleh Setiono diartikan sbagai produk atau kalimat, 
aturan-aturan hukum. Kalimat-kalimat hukum harus ditata sedemikian 
rupa hingga maksud yang diinginkan oleh pembentuk hukum dapat 
terealisasikan di lapangan yang luas dengan tetap mengacu kepada 
satu pemaknaan hukum. Namun bukan berarti pemaknaan yang 
diberikan oleh pembentuk hukum harus dipaksanakan sedemikian 
rupa, sehingga di semua tempat harus direalisasikan sama persis 
dengan apa yang dimaksud oleh para pembentuk hukum. Modifikasi-
                                                 
33 Setiono, Op. Cit. hal. 2 
34 Ibid, hal. 3 
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modifikasi oleh penerap hukum dilapangan diperlukan sebatas semua 
itu dilakukan untuk menuju pemaknaan ideal dari aturan hukum yang 
dimaksud. 
b) Unsur Struktural 
Unsur structural adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga atau 
organisasi-organisasi yang diperlukan dalam penerapan hukum. 
Pentingnya unsur structural pada penerapan hukum ada dua : 
(1) Organisasi atau isntitusi seperti apa yang tepat untuk 
melaksanakan undang-undang tertentu. 
(2) Bagaimana organisasi itu dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik. 
Berkaitan dengan aspek pemilihan organisasi atau institusi maka 
pengambilan keputusan harus ekstra hati-hati untuk memilih 
organisasi  atau institusi mana yang dianggap relevan dengan produk 
hukum yang hendak diterapkan itu. Kemudian berkaitan dengan  aspek 
bagaimana organisasi yang telah ditunjuk mampu optimal dalam 
menjalankan tugasnya, ini berkaitan dengan manajemen yang ada pada 
perusahaan. Tidak jarang terjadi organisasi yang ditunjuk sudah tepat 
namun kinerja organisasi sangat lemah dan tidak professional, 
sehingga tugas-tugas yang dibebankan tidak dapat dijalankan dengan 
baik. Kebijakan publik dalam hal ini lebih berperan dalam bagaimana 
organisasi atau instansi pelaksana itu seharusnya ditata dan bertindak 
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agar tugas-tugas yang dibebankan hukum kepadanya dapat dijalankan 
dengan baik. Menunjuk orang yang dipercaya untuk mengendalikan 
organisasi tersebut harus dipilih yang mempunyai kemampuan dalam 
unsur structural ini lebih dominan berposisi sebagai sebuah seni, yaitu 
bagaimana ia mampu melaksanakan kreasi sedemikian rupa sehingga 
organisasi dapat tampil dengan baik. 
c) Unsur Masyarakat 
Unsur ini berkaitan dengan kondisi sosial politik dan sosial ekonomi 
dari masyarakat yang akan terkena dampak atas diterapkannya sebuah 
aturan hukum. Kondisi masyarakat yang ada harus diselesaikan lebih 
dahulu demi terselenggara dan lancarnya penerapan hukum. 
d) Unsur budaya 
Dalam unsur ini ada dua hal. Pertama : sedapat mungkin diupayakan 
bagaimana agar produk hukum atau undang-undang yang dibuat itu 
dapat sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Kedua : 
bagaimana produk hukum yang tidak sesuai dengan budaya dalam 
masyarakat dapat diterima masyarakat. 
Disinilah kebijakan publik akan sangat berperan. Namun harus diingat 
bahwa kebijakan publik yang diambil harus berdasar hukum 
dibutuhkan improvisasi dan kreasi. 
3) Evaluasi Kebijakan Publik 
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Evaluasi kebijakan publik adalah suatu evaluasi yang akan 
menilai apakah kebijakan publik sudah sesuai dengan yang diharapkan 
atau belum. Evaluasi kebijakan publik adalah sebagai hakim yang 
menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau telah gagal 
mencapai tujuan. Evaluasi publik juga sebagai dasar apakah kebijakan 
yang ada layak diteruskan, direvisi, atau bahkan dihentikan sama 
sekali. 
      Evaluasi kebijakan dibedakan dalam 3 (tiga) macam 35:    
a) Evaluasi Administratif 
Evaluasi administrative adalah evaluasi kebijakan publik yang 
dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau instansi-instansi 
yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang terkait dengan 
program tertentu. 
b) Evaluasi yudisial 
Evaluasi terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan objek-
objek hukum: apa ada pelanggaran hukum atau tidak dari 
kebijakan yang dievaluasi tersebut. Yang melakukan evaluasi 
yudicial adalah  lembaga-lembaga hukum seperti pengacara, 
pengadilan, kejaksaan, PTUN dan sebagainya. 
c) Evaluasi Politik 
                                                 
35 Ibid, hal. 6 
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Evaluasi politik pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga 
politik, baik parlemen maupun parpol. Namun sesungguhnya 
evaluasi politik bias juga dilakukan oleh masyarakat scara umum. 
 
d. Hukum dan  Ketertiban Masyarakat 
Berbicara mengenai ketertiban masyarakat, tidak terlepas dengan 
adanya tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat agar 
bertindak tertib dalam pergaulan hidup secara damai, menjafa agasr 
masyarakat tidak bertindak anarki dengan main hakim sendiri dan menjamin 
keadilan bagi setiap  porang akan hal-haknya sehingga tercipta masyarakat 
yang teratur, bahagia dan damai. Dalam hal ini ketertiban merupakan syarat 
pokok agar tercapai suatu ketentraman dalam masyarakat. Sehingga setiap 
masyarakat bertindak, bertingkah laku sesuai norma-norma hukum. Ketertiban 
masyarakat tercapai sebagai akibat adanya tuuan hukum tercapai. Tujuan 
hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum mengjhendaki 
perdamaian, Kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 
melindungi kepentingan manusia  yang tertentu yaitu kehormatan, 





 Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu 
bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan 
menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh 
hukum untuk menciptakan kedamaian dan hukum mempertahankan dengan 
mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana 
setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya. 
Dari beberapa teori kebijakan tersbut di atas, Teori yang  dipergunakan 
dalam rangka penelitian ini adalah teori kebijakan dari Thomas R. DYE.  
Berbicara tentang perspektif kebijakan publik mengarahkan perhatian kita 
untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan (policy making process) oleh 
pemerintah (government) atau pemegang kekuasaan dan dampaknya terhadap 
masyarakat luas (public). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai “ is whatever government choose to do  or not to do” 36.Secara 
sederhana pengertian kebijakan publik dirumuskan dalam kalimat sebagai 
berikut:37 
a. Apa yang dilakukan oleh pemerintah (What government do?) 
b. Mengapa dilakukan tindakan itu (Why government do?) 
c. Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat dengan 
kenyataan (what  defference it makes?) 
 
                                                 
 
37 Esmi Warassih Pujirahayu, Op. Cit. Hal 131 
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Menurut Richard Rose (dikutip dari Dunn) mendefinisikan kebijakan 
publik (public policies) sebagai rangkaian pilihan yang kurang lebih satu 
unsur dengan unsur lainnya saling berhubungan termasuk keputusan-
keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan-badan pejabat 
pemerintah yang diformulaikan ke dalam isu-isu publik dari masalah 
pertahanahan, energi, kesehatan sampai kepada permasalahan pendidikan, 
kesejahteraan dan kejahatan. 
Sistem kebijakan publik adalah produk manusia yang subjektif yang 
diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan 
sekaligus realitas objektif yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang 
dapat diamati akibat-akibat yang ditimbulkannya, setidak-tidaknya 
menyangkut 3 (tiga) unsur penting yaitu :38  
(1) Pelaku kebijakan 
(2) Kebijakan publik 
(3) Lingkungan kebijakan 
Ketertiban antara hukum dan kebijakan publik akan semakin relevan 
pada saat hukum diimplementasikan. Proses implementasi selalu melibatkan 
lingkungan dan kondisi yang berbeda di tiap tempat, karena memiliki ciri-ciri 
struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula keterlibatan lembaga di dalam 
                                                 
38 I bid. hal. 89 
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proses implementasi selalu akan bekerja di dalam konteks sosial tertentu 
sehingga terjadi hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi. 
Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga 
pemerintah dalam berbagai jenjang /tingkat, baik propinsi maupun tingkat 
kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaanyapun masih membutuhkan 
pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan 
perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut. 
Apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses 
pembentukan kebijaksanaan publik, maka faktor-faktor non hukum akan 
selalu memberikan pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya. Untuk 
mengantisipasi hal ini diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan meliputi:  
(1) menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan 
tujuan, standard pelaksana, biaya dan waktu yang jelas;  
(2) melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, 
resources, prosedur, dan metode, dan  
(3) membuat jadual pelaksanaan (time schedule) dan monitoring untuk 
menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana.  
Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan 
program tersebut akan  segera diambilkan tindakan yang sesuai. Secara 
singkat, pelaksanaan suatu program melibatkan unsur penetapan waktu, 
perencanaan dan monitoring. 
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Model kebijakan yang diterapkan adalah : Policy as Efficient Goal 
Achievement, disebut juga model Rasional Komprehensif. Teori model 
rasional komprehensif dipelopori oleh Herbert A. Simon menurut konsep 
manusia administrasi pembuat keputusan tidak pernah memperoleh  informasi 
yang lengkap, dan oleh karenanya  tidak pernah dapat mencapai pilihan-
pilihan yang mempunyai nilai paling tinggi. Artinya bahwa kepastian daya 
piker manusia dalam merumuskan dan mengatasi masalah-masalah yang 
kompleks sangat terbatas dibandingkan  dengan permasalahan yang dihadapi. 
Model rasional komprehensif lebih lanjut menekankan pada pembuatan 
keputusan rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan 
keahlian pembuat keputusan. Dalam model ini konsep rasionalitas sama 
dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu 
kebijakan yang rasional itu sama dengan kebijakan yang sangat efisien, 
dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankan adalah 
positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternative-alternatif yang lain. 
Model ini meurpakan model perumusan kebijakan yang paling terkenal dan 
juga yang paling luas diterima di kalangan pengkaji kebijakan public. Pada 
dasarnya model ini terdiri dari beberapa elemen yakni: 
1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Masalah ini 
dapat dipisahkan dengan masalah-masalah yang lain atau paling tidak 
masalah tersebut dapat dipandang bermakna bila dibandingkan dengan 
masalah-masalah yang lain. 
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2) Tujuan-tujuan,  nilai-nilai atau sasaran-sasaran yang mengarahkan 
pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti pentingnya. 
3) Berbagai alterantif untuk mengatasi masalah perlu diselidiki. 
4) Konsekuensi-konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap 
pemilihan alternative diteliti. 
5) Setiap alternatif dan konsekuensi yang menyertainya dapat dibandingkan 
dengan alternatif-alternatif lain. Pembuat keputusan  memiliki alternatif 
beserta konsekuensi-konsekuensi yang memaksimalkan pencapaian 
tujuan, nilai atau sasaran-sasaran yang hendak dicapai. 
6) Akhirnya pembuat kebijakan memilih alternative yang terbaik, yaitu yang 
nilai konsekuensinya paling cocok (rasional) dengan tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan. 
  Pada prinsipnya sistem kebijakan publik adalah produk 
manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar 
oleh para pelaku kebijakan sekaligus realitas objektif yang diwujudkan 
dalam tindakan-tindakan yang dapat diamati akibat-akibat yang 
ditimbulkannya, setidak-tidaknya menyangkut tiga  hal penting  dalam 
menyusun agenda kebijakan.39  yaitu :  
 (1) Membangun persepsi di kalangan stakeholder bahwa sebuah 
fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi 
suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, 
                                                 
 
39 A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005. hal. 11 
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tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan 
dianggap sebagai masalah; 
 (2)    Membuat batasan masalah; 
 (3)  Mobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam 
agenda pemerintah.  
 
Ketertiban antara hukum dan kebijakan publik akan semakin 
relevan pada saat hukum diimplementasikan. Proses implementasi selalu 
melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di tiap tempat, karena 
memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula 
keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja di 
dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik yang 
dapat saling mempengaruhi. 
 
B. Kerangka Berpikir 
   Untuk memperjelas alur penulusan tesis, berikut ini digambarkan dalam 
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KEBIJAKAN POLRES SRAGEN 
TERHADAP TINDAK PIDANA 
PERJUDIAN  
Penanganan masalah 
perjudian Preventif dan 
Represif                        
HAMBATAN - HAMBATAN 
Kepolisian : 
- Kurangnya aparat 
- Kinerja Kepolisian, dll 
Masyarakat : 
- Sikap Apatis 
- Tradisi, Adat dan 
-  Budaya 
Solusi dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian 
Peningkatan Kinerja dan 
Profesionalisme Kepolisian 
Peran serta seluruh lapisan  
masyarakat dan tokoh agama 
Tujuan UU No. 7 Tahun 
1974 : Penertiban  
Perjudian menuju 





                        
Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah 
penyelidikan, yaitu untuk mencari dan menemukan perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana perjudian 
serta mencari dan menemukan bukti permulaan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Setelah penyelidikan, 
dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan tersangka, dengan disertai bukti-bukti yang 
memadai, sehingga menjadikan terang tindak pidana tersebut. Aparat Kepolisian harus melakukannya kebijakan-kebijakan 
dalam  penanggulangan tindak pidana perjudian tentunya sesuai koridor hukum yang berlaku antara lain sesuai dengan 
aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHAP. 
Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan, penyidikan) Kepolisian masih sering mengalami hambatan-
hambatan, baik yang berasal dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri (sikap dan kinerja), maupun hambatan yang berasal dari 
masyarakat (tradisi dan budaya). Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya praktek-praktek pejudian di wilayah hukum 
Kepolisian Resort Sragen. Langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat kepolisian sebagai lembaga yang bertugas 
menyelidiki dan menyidiki masalah perjudian adalah membenahi kinerja dan profesionalisme serta selalu menjalin 
hubungan kerjasama dengan anggota masyarakat (kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama) dalam 







A.  Jenis Penelitian  
Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan 
digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai 
metode, demikian pula penelitian. 
Metode menurut Setiono40 adalah suatu alat untuk mencari jawaban 
dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas 
terlebih dahulu apa yang akan dicari. Penelitian dalam penulisan ini termasuk 
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jenis penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan 
data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu  penelitian yang bertujuan mendeskripsikan 
tentang kebijakan   kepolisian Resort Sragen dalam penanggulangan tindak 
pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, 
yaitu  suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. 
Data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 
lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh.41  
Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan 
manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, 
total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala 
secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel). 
Metode kualitatif  dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan 
masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh 
peneliti atau naturlistik.42 
Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) 
konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti 
dikembangkan oleh Setiono43  adalah sebagai berikut: 
                                                 
41 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta. 1986. hal 250 
42 Burhan Ashofa, Format-format penelitian Sosial, Gramedia, jakarta. Hal. 54 
43 Setiono Op. Cit. hal 5 
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1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut 
sebagai hukum alam) 
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam 
sistem perundang-undangan; 
3. Hukum  adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian 
kasus atau perkara (in concreto) atau apa yang diputuskan oleh hakim; 
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable 
sosial yang empiric ; 
5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak 
dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum yang ada dalam benak manusia). 
 
Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, yang 
menurut Soetandyo Wignjosoebroto, seperti yang dikembangkan oleh 
Setiono44  yaitu  hukum yang ada dalam benak manusia. Penelitian ini akan 
menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari pelaku peristiwa 
secara langsung dan mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data 
yang akurat, yang penulis perlukan dalam penulisan ini. 
Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam 
bentuk penelitian evaluatif. Menurut Setiono45, yang dimaksud dengan 
penelitian yang berbentuk evaluatif adalah penelitian yang dimaksudkan 
untuk menilai program-program yang dijalankan 
Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui observasi dan 
wawancara mendalam (in depth interview) dengan para responden dan 
narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (objek 
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yang diteliti), untuk mendapatkan  data primer dan akan dilakukan pula 
dengan studi kasus. 
 
B. . Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah : 
a. Kepolisin Resort Sragen  
b. Perpustakaan Pascasarjana UNS  
c. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret  
d. Perpustakaan Fakultas Hukum UNS  
                                                                                                                                                                                                                                
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
 Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data 
yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun 
untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan 
disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk 
melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau 
data dasar.46  Adapun  yang termasuk dalam data primer dalam 
penelitian ini adalah  pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan  
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 ci 
kebijakan   penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum 
Sragen antara lain Kasubbag Reskrim, Polisi  serta pihak yang terkait. 
b. Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah 
tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku.  
2. Sumber data 
       Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil 
wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal kebijakan   
penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten 
Sragen.. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang 
diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang 
menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan 
adalah pejabat dan staf (polisi) di lingkungan Kepolisian Resort 
Sragen.  
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang 
didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data 
primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, 
dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur-
 cii 
literatur yang mendukung data. Data sekunder  dalam penelitian  yang 
berkaitan dengan bidang hukum ini meliputi : 
1) Bahan-bahan hukum Primer : 
a) Undang-Undang Dasar 1945; 
b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian. 
c) Undang – Undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 
dan memahami bahan hukum primer adalah : 
a) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan masalah Perjudian  di 
Indonesia; 
b) Buku-buku Kebijakan Publik. 
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, 
misalnya : 
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia 
b) Kamus Umum Lengkap Inggris–Indonesia, Indonesia- Inggris 
c) Kamus Hukum  
 
D. Teknik Pengumpulan data 
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Teknik Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 
                    Merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dari obyek 
penelitian. Penulis melakukan observasi di Kantor Kepolisian Resort 
Sragen.   Hal ini dulakukan penulis dengan cara pengamatan, pencatatan,  
yang kemudian disimpulkan dan disajikan secara sistematis dengan 
menggambarkan objek yang diteliti. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek 
pengamatan dalam penelitian ini adalah: aktifitas di Kantor Kepolisian 
Resort Sragen.  
2.  Wawancara 
Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan 
wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 
mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan 
bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk 
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-
pendapat mereka.47 Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu 
wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebasa 
(tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (in-depth 
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interviewing).48 Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan 
komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung 
diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna 
memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang 
diperlukan. 
Metode wawancara  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 
metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) 
dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat 
pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak 
mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara 
ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-
pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan kebijakan   
penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian 
Resort Sragen.  
Selain itu juga mempergunakan metode Observasi yaitu dengan 
cara mengamati suatu obyek yang diteliti, setelah itu mencatat dan 
mencocokkan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. Cara ini 
dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang tidak 
sempat poneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat 
wawancara dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang 
lengkap.                                                                                                                                                                                                        
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3. Studi Pustaka 
Dalam studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara 
membaca, memahami dan mengumpulkan bahan-bahan Hukum yang akan 
diteliti, yaitu dengan membuat  lembar dokumen yang berfungsi untuk 
mencatat informasi atau data dari bahan-bahan Hukum yang diteliti yang 
berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap: 
a) Buku-buku literatur. 




  E.  Teknik Analisis Data  
Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus 
dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan 
dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan 
penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan 
secara statistik. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah 
suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang 
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dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang 
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.49  
Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang 
diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu 
dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah 
diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian 
data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data 
selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan 
semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya. Misalnya 
untuk mengetahui jawaban, tentang bagaimana kebijakan   penanggulangan 
tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Sragen,maka 
penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian dari 
jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk kemudian 
dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian disimpulkan. 
Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis kembali 
melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus dan juga 
pendalaman data. 
Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yaitu model analaisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga 
tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan 
kesimpulan/verivikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut 
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sehingga data terkumpul akan berhuibungan satu dengan lainnya secara 
oromatis.50  
Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses 
pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga 
komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus 
berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara 
tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih 
tersisa.. 
Agar lebih jelas proses/siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat 











Gambar : 9 
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Ketiga Komponen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut  
1. Reduksi data 
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 
bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian 
lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah 
merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis dan merupakan bagian 
dari analisis. 
 
                                                 














2. Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 
Dari permulaan pengumpulan data, seorang analis kualitatif mulai 
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 
konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan-
kesimpulan itu akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, 
tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas meningkat 
lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan 
juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-
makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, 
dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.52  
Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang 
peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama 
pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu 
penelitiannya. Kemudian komponen-komponen yang diperoleh adalah 
komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 
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permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya 
akan disajikan secara deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai dengan 






















     BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Kebijakan dan Peran  Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 
Perjudian di Wilayah Hukum Polres  Sragen 
a. Fenomena dan Realita 
Berbicara mengenai perjudian di Kabupaten Sragen, berarti kita 
membicarakan salah satu sisi gelap budaya yang sudah tertanam dalam 
kehidupan masyarakat Kabupaten  Sragen. Apabila kejahatan, pelanggaran 
maupun tindak pidana lain seperti : pembunuhan, prostitusi, pencurian 
semua mendapat kecaman keras dari masyarakat, tetapi rupanya perjudian 
mendapat persepsi, perlakuan istimewa dari masyarakat Sragen yang 
menganggap sebagai suatu yang lumrah atau biasa dilakukan. 
Masyarakat Sragen sendiri sepertinya tidak bisa lepas dari masalah 
perjudian, perjudian sepertinya sudah mendarah daging atau membudaya 
dengan masyarakat Kabupaten Sragen. Uniknya perjudian yang biasanya 
dilakukan oleh kalangan “the haves” untuk sekedar iseng/rekreasi, tetapi 
untuk kota Sragen perjudian dilakukan oleh hampir seluruh lapisan 
masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang 
dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir, 
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kuli, pengangguran, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun juga ikut 
meramaikan perjudian di Kabupaten Sragen. 
Alasan–alasan yang sering muncul mangapa kalangan menengah 
kebawah ikut dalam perjudian adalah : 
1) Apabila rakyat khususnya rakyat kecil dan miskin merasa tidak pasti 
akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang 
wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah 
satu mekanisme untuk mendapatkan  keseimbangan perasaan ialah 
dengan berspekulasi, bermain untung–untungan dan berjudi. 
2) Apabila mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan 
keamanan dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam usahanya 
mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan 
banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian bisa 
berkembang menjadi deviasi situasional atau primer. 
3) Apabila pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk 
memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola 
judi itu menjadi deviasi sekunder.  
 Pada umumnya, mereka itu menaruh “harapan semu” untuk 
melipat gandakan uangnya. Gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak 
menentu, mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan 
dengan harapan spekulatif, dengan jalan membeli lotre (cap jie kia, togel). 
Ditambah dengan apatisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka 
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harus memperbaiki tarap kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis 
ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian 
penghasilan sendiri dengan berjudi. 
 Suasana ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil 
nomor cap jie kia, dan togel (setiap hari pada jam-jam tertentu) 
memberikan sedikit variasi dan sepercik harapan kegairahan dalam situasi 
depresi sehari-harinya. Tampaknya cap jie kia dan togel itu bisa 
memberikan rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat 
yang melesukan hati.  
Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku masyarakat Sragen yang 
bisa dianggap abnormal yaitu: mencari kode-kode dan nomor-nomor pada 
dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka ngeloyor dijalan, 
mencari “ilham” di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga 
mempercayai ramalan-ramalan.  
a) Tempat perjudian di Sragen 
Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian di 
kota Sragen sebenarnya hampir merata di seluruh wilayah/tempat /kota 




Pasar adalah tempat orang untuk melakukan transaksi jual beli 
mengenai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh pasar di Sragen 
yang biasa menjadi ajang perjudian; 
(2) Terminal dan Stasiun 
Terminal  dan Stasiun adalah tempat transit bis-bis atau 
kendaraan lain baik dari dalam maupun dari luar kota. Di tempat 
inilah sering kali digunakan sebagai tempat perjudian. 
(3) Keramaian malam dan keramaian lain yang bersifat insidental 
Di tempat keramaian seperti sekaten dan pasar malam, sudah 
dapat dipastikan digunakan sebagai tempat perjudian. Misalnya, 
perjudian dengan menggunakan dadu. 
(4)   Tempat keramaian  atau Orang Punya kerja di desa-desa.  
 b) Tipologi penjudi yang ada dimasyarakat 
(1) Penjudi dilihat dari kalangan atau kelasnya dibagi menjadi dua, 
yaitu: 
(a) Penjudi Dari Kalangan Menengah ke Atas 
Biasanya latar belakang dan alasan mereka berjudi 
hanya sekedar iseng, melepaskan kepenatan sehabis bekerja . 
jadi berjudi lebih bersifat having fun tanpa ada tekanan harus 
menang, jenis perjudiannya juga hanya bermodalkan kartu 
atau pertandingan olahraga di televisi. Memang uang 
taruhannya juga besar, berkisar antara ratusan ribu bahkan 
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ada yang sampai jutaan rupiah. Menurut penuturan mereka, 
memang ada sebagaian dari mereka yang terlibat minum-
minuman keras, narkoba dan pelacuran tetapi tidak banyak. 
(b) Perjudian dari Kalangan Menengah ke Bawah 
 Perjudian jenis inilah yang bertebaran di Kota Sragen. 
Menurut pengakuan mereka alasan mengapa mereka berjudi 
bisanya alasan ekonomi, untuk menambah penghasilan yang 
tidak mencukupi, daripada jadi preman melakukan kejahatan, 
lebih baik berjudi. Alat yang digunakan berjudi juga 
bermacam-macam mulai dari kartu (remi, domino, cap jie 
kia), dadu sampai  ke mesin Jackpot. 
Dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang 
didasarkan pada bagaimana anggapan masyarakat dalam 
menempatkan seseorang dengan orang lain. Dalam penelitian ini 
pengukuran status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada 
kriteria-kriteria yang dikemukakan berikut ini: 
(i) Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai 
kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Semakin 
tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula 
status sosial ekonominya. 
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(ii) Pekerjaan sebagai salah satu faktor yang menentukan status 
sosial dan ekonomi seseorang, karena pekerjaan merupakan 
salah satu bagian yang penting dari kehidupan. 
(iii) Penghasilan dan kekayaan merupakan kriteria yang paling 
berpengaruh. Kekayaan sangat berpengaruh terhadap status 
sosial dan ekonomi seseorang dan juga erat kaitannya dengan 
pendidikan dan pekerjaan. 
(iv)  
(2) Gambaran Penjudi Dilihat Dari Jenisnya 



















































 b. Kebijakan dan Peran  Kepolisian dalam penanggulanngan tindak pidana  
Perjudian di Sragen 
Perjudian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang 
sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya cap jie kia di 
Wilayah Hukum Polres  Sragen, perjudian ini berlangsung secara terang-
terangan. 
Namun berkat kinerja aparat kepolisian dan adanya kerjasama yang 
baik dari warga masyarakat, perjudian di wilayah hukum Polres Sragen dapat 
diberantas. Untuk memberantas perjudian perlu tindakan yang tegas dan 
bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas perjudian, namun masyarakat juga 
harus mendukungnya. Hal ini mengingat di masyarakat Sragen sendiri muncul 
sikap yang pro dan kontra terhadap perjudian. Jika tidak ditangani secara 
bijaksana, bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan. 
Peran Aparat kepolisian, khususnya  yang diserahi tugas dan tanggung 
jawab untuk memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat 
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tetap konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayahnya. 
Sekeras apapun, perjudian itu harus diperangi, namun dalam memberantas 
perjudian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu 
pekerjaan yang mudah. Selama masih ada kehidupan, perjudian sepertinya 
sulit hilang dari muka bumi. Karena itu, dalam memberantas perjudian 
diperlukan sinergi dengan segenap lapisan masyarakat. Jangan biarkan polisi 
bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. 
Konsep memberantas segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana 
dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli kupon judi. Jika benar-benar 
dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, judi tersebut akan gulung 
tikar dengan sendirinya. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu. 
Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu 
diperlukan tatanan hukum. Subtansi perjudian adalah spekulasi. Setiap 
manusia pasti mempunyai perilaku atau sikap spekulasi. Hanya praktek di 
lapangan yang berbeda, ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak. Itu 
semua tergantung pada moralitas setiap insan manusia. 
Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, cukup 
melalui operasi rutin, sebab judi itu sepanjang masa ada, umurnya sama 
dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai 
komitmen  yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan 
masyarakat. Intinya bahwa, perjudian tidak boleh ada lagi di Kota Sragen.   
(Wawancara dengan Kasubag Reskrim Polwil Sragen,  14 Maret  2008).    
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Polres Sragen terbukti berhasil memberantas tindak pidana perjudian, 
karena dalam praktek pemberantasan perjudian dilakukan tanpa adanya 
kompromi. Dalam hal ini polres yang membawahi tdua puluh Polsek di 
Wilayah hukum Kabupaten Sragen.,juga melakukan hal yang sama dalam 
memberantas perjudian. Usaha-usaha yang dilakukan adalah : 
d) Melakukan penangkapan judi dalam bentuk apapun. 
e) Melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada. 
f) Mengajukannya sampai kepada penuntut umum. 
(Wawancara dengan IPTU Santoso, 14 Maret 2008). 
Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat Sragen sudah peduli 
dengan lingkungan sekitarnya, mereka tidak mau wilayahnya menjadi tempat 
dilakukannya tindak kejahatan, tidak jarang mereka melaporkan kepada polisi 
apabila di wilayahnya terjadi tindak pidana khususnya perjudian. 
  Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian di Sragen 
sangatlah luar biasa, sehingga Polres Sragen dapat dikatakan sebagai salah 
satu Pilres yang dengan konsisten memberantas Perjudian dengan tidak 
pandang bulu. Berdasarkan latar belakang, realita perjudian di Kota Sragen 
yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dilihat besarnya peranan aparat 
kepolisian dan pentingnya upaya penanggulangan perjudian di Kota Sragen 
ini. 
Aparat Kepolisian merupakan satu rangkaian dari criminal justice  
system selain Penuntut Umum, Lembaga Pengadilan yang diberi tugas 
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langsung berhadapan dengan masyarakat dengan menjalankan fungsi 
mengontrol terjadinya tindak kriminal dan pelayanan masyarakat. Dalam 
rangka melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap tindak pidana 
perjudian, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni, pimpinan 
Polresta setempat memberikan penugasan kepada anggotanya, khususnya 
fungsi Reserse dan Intel Panpol untuk melakukan penyelidikan di lapangan 
tentang adanya tindakan perjudian di wilayah hukum Polwil Sragen. 
Sampai sejauh ini sebenarnya upaya yang dilakukan aparat Kepolisian 
sudah cukup efektif, hal ini terbukti dengan sudah minimnya perjudian di 
Kabupaten  Sragen, namun demikian tidak sedikit bentuk lain dalam perjudian 
masih ada yang sulit dilakukan penangkapan, sebagai contoh : taruhan sepak 
bola, taruhan billiard, dll. 
Tindakan konkrit aparat Kepolisian Polresta Sragen dalam 
memberantas dan menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah 
Kabupaten Sragen, meliputi ; 
a. Usaha penanggulangan yang bersifat preventif, yakni : 
1) Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian 
di wilayah Kabupaten Sragen. Usaha ini dilakukan dengan melakukan 
patroli secara rutin setiap minggunya. 
2) Melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan 
perjudian, misalnya melalui khotbah-khotbah pada Sholat Jum;at 
dengan bantuan para tokoh agama dan ulama setempat. 
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3) Mengaktifkan kembali siskamling di masyarakat, dalam hal ini 
masyarakat juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian. Usaha ini 
dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan. 
4) Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar 
sama-sama memberantas perjudian. Misalnya satuan Reserse Polres 
Sragen pernah mengadakan diskusi dan seminar dengan mengundang 
para tokoh agama dan masyarakat mengenai perjudian dan cara 
penanggulangannya. 
5) Melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana 
perjudian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap 
bekas pelaku perjudian. 
b. Usaha Penanggulangan Yang Bersifat Rehabilitatif, yaitu : 
Melakukan pembinaan-pembinaan kepada para penjudi yang 
tertangkap agar tidak mengulangi perbuatannya. 
c. Usaha Penanggulangan Yang Bersifat Represif, yaitu : 
1) Melakukan geropyokan/operasi penangkapan terhadap para pelaku. 
2) Penyelidikan dan pengusutan terhadap perjudian secara berkala. 
3) Melakukan penahanan terhadap pelaku yang tertangkap tangan. 
4) Melakukan penyidikan secara tuntas dan serius. 
5) Melimpahkan kasus perjudian kepada Jaksa Penuntut Umum setelah 
selesai penyidikan agar diproses oleh penegak hukum yang lain untuk 
dikenakan sanksi pidana lainnya. 
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Berikut disampaikan data Kasus Perjudian yang berhasil diungkap 























Dari data tersebut,bahwa kasus perjudian yang terjadi  di Polres 
Sragen  pada tahun 2007 berjumlah 31 kasus. Dari kasus tersebut semuanya 
sudah diproses secara hukum. Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan 
adalah melanggar pasal 33 KUHP. Jenis perjudian yang dilakukan antara lain 
perjudian togel, perjudian kartu domino, perjudian kartu ceki, perjudian jenis 
kartu gonggong serta perjudian dadu, perjudian billiar, perjudian kartu remi,. 
Bahkan ada juga perjudian yang dilakukan pada saat terjadinya pemilihan 
kepala desa, perjydian yang terjadi di wilayah Polrea Sragen kebanyakan 
adalah perjudian dalammjenis kartu remi, domino, serta jenis togel. Sebagai 
barang bukti yang disita polisi berupa uang tunai dan juga peralatan yang 
dipakai untuk judi, 
Untuk perjudian yang terjadi di tahun 2008 berjumlah 38 kasus, 
meningkat 7 kasus yang diproses oleh kepolisian. Barang bukti yang disita 
polisi selain uang tunai juga peralatan judi. Pelaku perjudian ada yang ditahan 
dan ada juga yang diberi pembinaan. Tetapi kebanyakan pelaku ditahan dan 
menjalani proses huklum. Perjudian yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008 
yang berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian menyebar di beberapa wilayah 
kecamatan mulai dari Sragen Kota, Sidoharjo, Karangmalang, Kalijambe, 
Sukodono, Tanon, Sumberlawang, Masaran dan lain sebagainya. Lokasi yang 
dipergunakan juga bermacam-macam mulai terminal, pasar, pinggir sungai. 
Pasar malam, tempat billiar, orang punya kerja bahkan ditempat yang jauh 
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dari keramaian (sembunyi-sembunyi). Pelaku yang tertangkap pihak 
kepolisian  ada yang berprofesi atau pekerjaan yang dilakukan bermacam-
macam. Ada yang berprofesi sebagai buruh, wiraswasta, guru, bahkan ada 
yang berststus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
 
 
2. Hambatan-Hambatan yang muncul dalam Upaya Penanggulangan 
Perjudian 
Pihak Kepolisian sebenarnya mempunyai komitmen untuk 
memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, 
dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan itu ada kalanya menemui 
berbagai kendala. Begitu pula dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, 
pihak Kepolisian sering menemui hambatan yang begitu berat. Walaupun saat 
ini perjudian di Sragen secara garis besar sudah terberantas namun dalam 
memberantas perjudian pihak Kepolisian masih sering mendapatkan 
hambatan. 
a. Sampai saat ini jajaran Poresl Sragen menyatakan bahwa sudah tidak ada 
perjudian lagi di wilayahnya, namun demikian bentuk lain dalam 
perjudian masih ada perjudian yang sulit terpantau sehingga sulit 
dilakukan penangkapan, contoh : perjudian sepak bola. 
b. Kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak kepolisian itu sendiri 
sehingga kadang tidak jarang  informasi yang didapat pihak kepolisian 
kalah cepat dengan pelaku. 
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c. Bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi /tertutup. 
d. Para pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak 
menetap. 
e. Ada sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia 
membantu menginformasikan kepada aparat kepolisian, dalam rangka 
penyelidikan dan penyidikan dengan cara tutup mulut / mengaku tidak 
tahu menahu, hal ini terjadi karena warga masyarakat tidak merasa 
terganggu dan tidak ingin mendapatkan masalah dari pelaku. 
f. Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana 
/ tidak mau direpotkan. 
g. Sebagian besar masyarakat menganggap perjudian bukan tindak pidana. 
h.  Di kalangan sebagian masyarakat masih hidup pandangan bahwa 
perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya dan 
bukan pelanggaran terhadap hukum. 
i. Adanya oknum kepolisian yang memberikan bocoran informasi mengenai 
kapan dan jam berapa operasi penggerebekkan akan di gelar oleh aparat 
Kepolisian. 
j. Adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan oleh 
pelaku yang tertangkap. 
k. Seringkali pelaku menghilangkan, merusak barang bukti yang digunakan 
menjelang/pada saat operasi dilakukan. 
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Perjudian pada hakekatnya merupakan penyakit masyarakat, sehingga 
penyembuhannya juga harus dari masyarakat. Tanpa bantuan masyarakat, 
penanggulangan tindak pidana perjudian ini akan sia-sia. Polisi dalam 
mengadakan operasi seringkali tidak membuahkan hasil, karena diduga 
adanya operasi yang akan digelar telah bocor sebelumnya, dengan bocornya 
rencana operasi ini pelaku perjudian seringkali sudah meninggalkan tempat 
sebelum pihak kepolisian tiba. 
Di sisi lain, petugas kepolisian yang ada terbatas dan tidak ada satuan 
kepolisian yang khusus menangani masalah perjudian. Penanggulangan ini 
dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri sehingga hal ini merupakan tugas 
yang berat yang di bebankan kepada jajaran aparat kepolisian. 
Tetapi di lain pihak hambatan-hambatan itu muncul dari dalam tubuh 
kepolisian itu sendiri. Diakui atau tidak, realitanya ada oknum yang terlibat. 
Bagaimana bisa penyakit masyarakat tersebut itu hilang, kalau ada oknum 
aparat kepolisian yang memback-up, bahkan ada pula yang menjadi bandar. 
Dalam mengatatasi hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan 
oleh Polres Sragen dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Jajaran 
Polres Sragen dalam menangani kasus perjudian mengambil langkah dan 
pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimas). Langkah 
ini diharapkan dapat mengantisipasi hambatan–hambatan yang muncul dalam 
penanggulangan masalah perjudian di kota Sragen. Sebenarnya tidak ada 
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langkah–langkah khusus dalam mengatasi hambatan–hambatan tersebut, 
aparat kepolisian hanya terus melakukan operasi–operasi rutin dan kontinyu 
dalam rangka memberantas perjudian. 
Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka 
agama dan masyarakat lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat yang 
ada. Untuk masalah perjudian diperlukan adanya komitmen yang kuat antara 
polisi dan masyarakat dalam memberantasnya. Kalau ada komitmen yang kuat 
antara keduanya hambatan-hambatan yang muncul akan dapat diatasi. 
Untuk oknum aparat kepolisian yang menjadi becking perjudian/pihak 
informasi, kalau ada warga masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya 
oknum tersebut segeralah menghubungi aparat kepolisian terdekat. Pihak 
kepolisian memberikan jaminan, bahwa oknum tersebut akan di tindak 
melebihi pelaku perjudian biasa. 
 
3. Latar belakang Kebijakan yang dilakukan  oleh Polres Sragen dalam 
Penanggulangan Perjudian. 
Latar belakang kebijakan yang dikeluarkan oleh Polres Sragen dalam 
penanggulangan tindak pidana perjudian bahwa Perjudian mempunyai 
dampak yang luar biasa terhadap kondisi pelaku, baik itu rumah tangga 
maupun masyarakat. Dampak yang sering muncul dengan adanya perjudian 
antara lain: 
a. Ketertiban dan Keamanan masyarakat terganggu 
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b. Rusaknya Ekonomi Rumah Tangga 
c. Dapat meningkatkan tindakan kriminal 
d. Dampak Psikologi bagi pelaku serta keluarga 
Kebiasaan berjudi mengkoordinisir mental individu menjadi ceroboh, 
malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.  
Perjudian berdampak pada beberapa hal dalam masyarakat sehingga perlu 
ditanggulangi. Ekses perjudian  yang sering timbul dalam masyarakat antara 
lain:  
1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan 
melakukan tindak pidana korupsi. 
2) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu 
judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek. 
3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu 
dalam keadaan tegang, tidak imbang. 
4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan 
menentu. 
5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan 
berjudi. 
6) Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan, 
7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan 
sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.. 
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8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi 
sangat labil. 
9) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari 
modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu. 
10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang 
bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha 
kerjanya. 
11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kuranglah iman kepada Tuhan, 
sehingga mudah tergoda tindak asusila. 
Melihat kondisi itulah Polres Sragen melakukan upaya-upaya dalam 
penanggulanmgan perjudian. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk tanggung 
jawab kepolisian sebagai pengayom masyarakat di dalam menciptakan 
ketertiban.  
 
    B. Pembahasan 
Dari data tersebut di atas, bahwa tindak pidana perjudian di wilayah hukum 
polres Sragen yang terjadi di tahun 2007 berjumlah 31 kasus dan tahun 2008 
berjumlah 39 kasus. Tindakan yang dilakukan oleh Polres Sragen dalam menekan 
merebaknya tindak perjudian, membuktikan bahwa tidak pandang bulu dalam 
melakukan pemberantasan. Tindak pidana perjudian. Dengan adanya Tindakan 
tegas dari Kepolisian dapat menekan merebaknya tindakan perjudian. Meskipun 
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dalam tahun  2007 ada 31 kasus dan tahun 2008 ada 38 kasus, tidak dapat 
dijadikan ukuran bahwa penanggulangan perjudian gagal atau kurang berhasil.  
Dalam penanganannya memang mengalami hambatan-hambatan. Hambatan 
yang muncul antara lain adalah Sampai saat ini jajaran Poresl Sragen 
menyatakan bahwa sudah tidak ada perjudian lagi di wilayahnya, namun 
demikian bentuk lain dalam perjudian masih ada perjudian yang sulit terpantau 
sehingga sulit dilakukan penangkapan, contoh : perjudian sepak bola. 
Kurangnya biaya, sarana prasarana dari pihak kepolisian itu sendiri sehingga 
kadang tidak jarang  informasi yang didapat pihak kepolisian kalah cepat 
dengan pelaku, Bentuk perjudian bersifat sembunyi-sembunyi /tertutup, Para 
pelaku dalam melakukan perjudian selalu berpindah-pindah/tidak menetap, Ada 
sebagian masyarakat yang masih tertutup dan belum bersedia membantu 
menginformasikan kepada aparat kepolisian, dalam rangka penyelidikan dan 
penyidikan dengan cara tutup mulut / mengaku tidak tahu menahu, hal ini 
terjadi karena warga masyarakat tidak merasa terganggu dan tidak ingin 
mendapatkan masalah dari pelaku, Warga masyarakat tidak mau dijadikan saksi 
dalam perkara tindak pidana / tidak mau direpotkan, sebagian besar masyarakat 
menganggap perjudian bukan tindak pidana, di kalangan sebagian masyarakat 
masih hidup pandangan bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, 
perjudian adalah budaya dan bukan pelanggaran terhadap hukum, adanya 
oknum kepolisian yang memberikan bocoran informasi mengenai kapan dan 
jam berapa operasi penggerebekkan akan di gelar oleh aparat Kepolisian, 
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adanya oknum aparat yang menerima uang damai yang ditawarkan oleh pelaku 
yang tertangkap serta  seringkali pelaku menghilangkan, merusak barang bukti 
yang digunakan menjelang/pada saat operasi dilakukan. 
Berbagai Upaya dilakukan dalam menangani hambatan tersebut 
menandakan bahwa Polres Sragen tidak tinggal diam dalam menangani 
masalah tersebut. Upaya yang dilakukan pendekatan khusus melalui fungsi 
Bimbingan Masyarakat (Bimas). Langkah ini diharapkan dapat 
mengantisipasi hambatan–hambatan yang muncul dalam penanggulangan 
masalah perjudian di kota Sragen.  Selain itu aparat kepolisian terus 
melakukan operasi–operasi rutin dan kontinyu dalam rangka memberantas 
perjudian. Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, 
pemuka agama dan masyarakat lainnya termasuk lembaga swadaya 
masyarakat yang ada. Untuk masalah perjudian diperlukan adanya komitmen 
yang kuat antara polisi dan masyarakat dalam memberantasnya. Aparat 
kepolisian yang menjadi becking perjudian, oknum tersebut akan di tindak 
melebihi pelaku perjudian biasa. Kebijakan-kebijaka yang dilakukan 
sebenarnya sudah sesuai peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum 
dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat.  
Apabila dihubungkan dengan Teori Kebijakan Publik bahwa masalah 
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak 
ada pernyataan secara eksplisit bahwa Perjudian sebagai masalah publik, namun 
adanya campur tangan negara dan peran aktif masyarakat untuk mencegah 
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maraknya Perjudian merupakan indikasi bahwa Perjudian yang terjadi dalam 
masyarakat merupakan urusan publik. Selama ini pemahaman tentang masalah 
publik/bukan domestic masih dimaknai sebatas arti negara, karena kasus-
kasus perjudian dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya diproses di 
pengadilan dan peran masyarakat belum nampak, padahal Undang – Undang 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memberikan jawaban pada 
masyarakat untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana perjudian.  
Dalam kaitannya dengan teori bekerjanya Hukum bahwa Penerapan 
sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian di Polres Sragen dalam 
menerapan Sanksi Pidana pada Pelaku Perjudian mengacu pada Undang-undang 
No. 7 tahun  1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan lain  seperi 
KUHP. Dalam proses Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana perjudian, 
bekerjanya atas aturan dipengaruhi oleh beberapa unsur, baik polisi maupun  
aparat penegak hukum lainnya.  Hakim dalam memutus perkara perjudian yang 
masuk ke pengadilan tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. 
Factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak 
Pidana Perjudian oleh faktor-faktor   lainnya.   Termasuk   faktor   yang   ikut   
menentukan bagaimana respon yang diberikan pemegang peranan ialah : 
1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya 
2. aktifitas dari lembaga-lembaga/badan-badan pelaksana hukum (para 
hakimnya sendiri) dan juga jaksa 
3. Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. 
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Mengenai masalah penyelesian kasus tindak pidana perjudian peraturan 
yang dipergunakan adalah menggunakan KUHP serta Undang-Undang No. 7 
tahun 1974 tentang Penertiban perjudian., selain itu ada keyakinan hakim 
dalam memutus perkara  tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres 
Sragen.. Ini berarti prinsip kebebasan hakim untuk memilih peraturan mana yang 
menurutnya paling tepat dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada dalam 
masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan 
tanpa batas yang hanya mengikuti seleranya sendiri sehingga dapat berbuat 
sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan. Kebebasan hakim 
ini diikat dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan 
hukum sesuai dengan Pancasila dan rasa keadilan masyarakat atau nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya tidak jauh dari apa yang 
menjadi tuntutan masyarakat, Polisi maupun Kejaksaan yang pada akhirnya 
bermuara pada tertibnya masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan. Kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Polres Sragen tentunya mengacu pada Undang-Undang 
yang berlaku. Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian yang terjadi di Wilayah 
Hukum Polres Sragen, sebagai upaya meminimalisir  terjadinya tindak kriminal 









1. Kebijakan dan Peran Kepolisian Resort Sragen dalam menanggulangi Tindak 
Pidana Perjuadian sangatlah luar biasa, sehingga Polres Sragen dapat 
dikatakan sebagai salah satu Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi 
Perjudian di Sragen sangatlah luar biasa, sehingga Polres Sragen dapat 
dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten memberantas 
Perjudian dengan tidak pandang bulu. Aparat Kepolisian merupakan satu 
rangkaian dari criminal justice system selain Penuntut Umum, Lembaga 
Pengadilan yang diberi tugas langsung berhadapan dengan masyarakat dengan 
menjalankan fungsi mengontrol terjadinya tindak kriminal dan pelayanan 
masyarakat.  
2.  Hambatan dalam penanggulangan tindak Pidana Perjudian di Polres Sragen 
serta Upaya yang dilakukan : 
a. Hambatan yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu : 
1) Perjudian bersifat tidak tetap atau berpindah–pindah. 
2) Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian. 
3) Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah 
warisan nenek moyangnya,perjudian adalah budaya, dan bukan 
merupakan pelanggaran hukum/perjudian adalah budaya. 
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4) Wilayah kota Sragen yang luas sehingga cakupan wilayah hukumnya 
terlalu luas. 
b. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu : 
1) Aparat kepolisian yang terbatas. 
2) Tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian. 
3) Adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian. 
Upaya yang dilakukan dalam Upaya Aparat Kepolisian Dalam 
Menanggulangi Perjudian di Kota Sragen 
a. Usaha penanggulangan yang bersifat preventif 
Misalnya : melakukan himbauan kepada anggota masyarakat dan kerja 
sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. 
b.  Usaha penanggulangan yang bersifat rehabilitatif 
Misalnya : melakukan pembinaan-pembinaan kepada para penjudi yang 
tertangkap. 
c. Usaha Penanggulangan Yang Bersifat Represif, meliputi : 
(1) Melakukan operasi penangkapan pelaku perjudian. 
(2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dan serius. 




   1.  Peran Kepolisian harus dioptimalkan sehingga ketertiban dalam masyarakat 
benar-benar tercapai, tanpa peran kepolisian yang maksimal, maka 
pemberantasan perjudian dalam masyarakat akan mengalami berbagai kendala. 
   2. Dengan Pelaksanaan  Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
perjudian  secara Tegas maka Perjudian di Wilayah Kepolisian Resort Sragen 
dapat diberantas. 
3. Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 
memerlukan kerjasama berbagai pihak baik masyarakat, penegak hukum 
maupun lembaga yang berwenang sehingga dengan adanya sinergitas ketiganya 





Beberapa saran ingin penulis kemukakan dibawah ini untuk 
menanggulangi perjudian ialah :   
1.  Saran untuk aparat kepolisian 
a. Menanggani dan mengontrol kriminal secara “efektif”, cepat, terbuka, 
manusiawi dan tanpa pandang “bulu”. Sehingga tidak ada lagi kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran hukum (dalam hal ini tindak pidana 
perjudian). 
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b. Meningkatkan profesionalisme personil dalam menjalankan tugasnya 
masing–masing. 
c. Menindak tegas bila ada aparat yang memback-up tindak pidana perjudian 
yang terjadi di lapangan. 
d. Indepensi menuntut personil yang kualifaid dan memadai jumlanya. 
1) Diperlukan pengembangan dan peningkatan pelatihan polisi yang 
difokuskan kepada bidang hukum. 
2) Adanya gaji yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya penyuapan. 
3) Rekruitmen dan seleksi dibuat standar : jasmani yang kualitas, latar 
belakang intelegensi dan kapasitas yang potensial dan efektif sebagai 
penegak hukum. 
e. Peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan 
kinerjanya. 
2.  Saran bagi masyarakat Sragen 
Saran penulis adalah agar masyarakat Kota Sragen sadar bahwa 
perjudian adalah suatu kejahatan yang tidak ada untungnya bila terus 
dilakukan. Perjudian selain merupakan larangan bagi tiap agama juga 




A.G. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sapta Arta Jaya. 
Bachsan Mustafa. 1985. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung : 
Alumni 
 
Bambang Poernomo. 1995. Asas – Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia 
Indonesia. 
 
Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media 
Pressindo. 
 
Chamblis, William J dan Seidman, Robert B, 1971, Law, Order and Power, Reading, 
Mass: Affison – Wesly 
 
Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,, 
Semarang: Suryandaru Utama 
 
F.A.P Lamintang. 1995. Delik – Delik Khusus Tindak – Tindak Pidana Melanggar 
Norma – Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan. Bandung: Mandar Maju. 
 
H. B. Sutopo. 1988.  Metodologi Penelitian Kualitatif.  Surakarta: UNS Press. 
 
-----------.2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press. 
 
Kartini Kartono. 2002. Patologi Sosial Jilid I. Jakarta: UI Press. 
 
Inu Kencana Syafiie. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : 
PT Bumi Aksara. 
 
M. Irfan Islamy. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : 
PT Bumi Aksara. 
 
Moeljatno. 1996. Dasar – Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
--------------, 1983,  Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara 
 cxxxix 
M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, 
Penyidikan, penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Muchsan, 1981, Peradilan Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty 
Philipus M. Hadjon dkk. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : 
Gajah Mada University Press. 
 
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 
 
Sanapiah Faisal, 2001, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 
 
Setiono,2005, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, (Diktat), Surakarta: 
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS. 
 
---------, 2004. Bahan Materi Matrikulasi Hukum Kebijakan Publik, Pascasarjana 
UNS 
 
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. 
 
---------.2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. 
 
---------. 1986. Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum. Bandung: 
Alumni. 
 
Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya. 
Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan 
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi 
(HuMa) 
 
Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Jakarta: Yayasan Sudarto. 
 
Thomas R. DYE, 1981, Understanding Puiblic Policy. Florida: State University. 
 







Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. 1997. Surabaya: Karya Anda. 
 
 cxl 
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 
 













































































































DATA KASUS PERJUDIAN  POLRES SRAGEN TAHUN 
2007 
 
No Dasar Waktu 
Ungkap 
Kasus PSL yang 
Dilanggar 
Tersangka 
1 2 3 4 5 6 
















1. SURYADI AL 
YADI bin TO 






Pebruari  2007 
sekira jam: 
12.00 Wib  
Sragen 
2. SUTINO HADI 
SUPADMO AL 
GARENG  44 th 








10 Maret 2007 
Minggu 
11 Maret  
2007 
Perjudian togel  
pada hari Sabtu 
tanggal  10 
Maret 2007 











PARNO Bin  
HARJO PAWIRO 













kepala desa di 















1. SUTIMAN bin 
KROMO 
2. DIMEJO,  48 th 
Islam Swasta Kp. 
Kebak Jetis Rt.5/9 
Kel.  Nangsri Kec. 
Kebakramat Kab. 
Karanganyar 
3. SUDARMI  binti 
SOMO SUWITO 
45 th Islam  Buruh 














domino di Dk. 
Sendangrejo 





tanggal 14  
Maret 2007  




ayat (1)  
2e  KUHP 
Sub  Pasal 




1. NGADUL  bin 
KARSO  SEMITO  
40 th Islam Buruh 
Dk. Sendangrejo 
Rt.9/10 Wonotolo  
Gondang Sragen 
2. NOKLIK AL 
NOLOK  bin 
PARTOIJOYO 37 
th Islam  Swasta 






WIYONO 52 th 




4. REBO 45 th Islam 












hari  Senin 
tanggal 02 April 
2007 di dalam  
rumh Dk.  
Kalangan Ds.  





1. SUGIYANTO al 
GLENDOR  36 th 
Islam  Buruh  
Dk/ds.  Pilangsari  
Rt.15/7 Gesi 
Sragen 
2. KUSLAN bin 
MINTRO SURAT 
33 th Islam Tani 
Kalangan Rt.13/5  
Pantirejo  
Sukodono Sragen 
3. NINTO bin 
SLAMET  
MARTONO 42 th 
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Islam Tani 









Pilkades di Dk.  
Bangunrejo  
Jirapan Masaran 
Sragen  pada 
hari Sabtu 








1. MANTO  
WIYONO  AL 
MANTO bin  
ATNO  SEMUTI 
70 th Islam Swasta 
Wonorejo Rt.10/3 
Sepat Masaran  
Sragen 
2. MANTO  
WIYONO AL 
GIMAN BIN  
KARYO 
SEMINTO 57 th 
Islam  Swasta 























1. KASIMN KARSO  








tanggal 22  
April 2007 













tanggal 22 April 
2007 sekira 















2. SADI  AL 
GARENG bin  







SUSANTO  bin  
HADI  SISWOTO 





4. KARDI Al  
COLOT  
binWIRYO  














6. PAIMIN  AL 
SENTUN  bin  






7. SADI  Al DEKIK 
Bin  SOMO 



















1. SUYADI AL 













2. WIDODO  bin 
MARINDI  39  th 
Islam Swsta  




30 April 2007 
Senin  
 30 April 
2007 
Perjudian  
Togel  di 
Gondang 
Mayang Jono 
Tanon  Sragen 
pada hari  Senin 
tanggal 30 April 
2007  sekira  
jam: 09.00 WIB 
303 
KUHP  
1. SUGIYANTO bin  





07  Mei  2007 
Senin 
7 Mei  
2007 
Perjudian Remi  




Hari  Senin  
tanggal 7 Mei  









Sidoharjo  Sragen 





Sidoharjo  Sragen  
 cl 





Sidoharjo  Sragen 





Sidoharjo  Sragen 
5. SUPANGAT  36 




Sidoharjo  Sragen 





Sidoharjo  Sragen 
7. SUMARMAN 34 





Sidoharjo  Sragen 
8. WIRODIYONO 




Sidoharjo  Sragen 
9. DWI  SARJONO 




Sidoharjo  Sragen 












Togel di Kios 
Rentang  Kliteh  
Sragen tengah, 
Sragen pada  
hari Rabu 




WIRYO  DIHARJO, 
74  th, Islam,  
Swasta, Kios 




jam: 13.00 WIB 
12 LP/06/V/2007/Sek. 
Smbelawang 














MARIMIN Bin  
KROMO SIMAN, 
46 th, Islam, Swasta, 















1. SUKIRNO 62 th 
Islam  Buruh 
Geneng Rt.1 
Bumiaji  Gondang  
Sragen 
2. SUPARNO 33 th 
Islam  Tani Sda 
3. SURANTO 33 th 
Islam Buruh Sda 
4. MUDIYANTO 44 
th Islam Swasta 
Sda 
14 LP/108/VI/2007/Reskrim 










1. SUKARMIN 39 th 
Islam  Tani 
Geneng  Rt. 3  
Bumiaji Gondang  
Sragen 
2. SUTRISNO 39 th 










Perjudian  jenis 
kartu/gonggong 




Kulon, Sragen  
tanggal 18  Juli 




1. SUKADI Bin  
SOREJO 56 th, 




2. SUMARNO als. 
MARNO bin 
DARSO 
SUKARTO, 63 th, 




3. SUPARNO bin  
WIRYOREJO, 41 
th, Islam, Swasta 
Kp. Mojo Mulyo 
Rt.03/10 Sragen 
Kulon, Sragen 
4. PARYO bin  
WONGSO  
SUKARTO, 64 th, 




5. MUKIMIN  Bin  
 cliv 
WONGSO 
PAWIRO, 69 th, 




16 LP/10/VIII/2007/Sek. Sbm 






Perjudian  jenis 
kartu  
Domino/Gaple 




















1. MIYONO, 30 th, 





2. MARYONO, 35 





3. TRI SAKSONO, 






WIYONO, 42 th, 











Perjudian  kartu 
jenis Gonggong 










SUMARTO, 70 th, 




2. SUKARMAN, 40 




3. SUPARNO, 48  th, 










5. NGADIYO, 39 th,  











Perjudian  kartu 






hari Jum`at  






1. AGUS  
PARYANTO, 26 
th, Islam,  Swasta, 





27 th, Islam, 






th, Islam, Swasta, 




ATMOJO, 35 th, 





















Rt. 20/07 Bener, 
Ngrampal, 
Sragen pada 









2. KRISWANTO Bin 
PAWIRO 
WIYONO 22 th, 




3. SUWARDI als. 
BAMBANG Bin 
MITRO 
WIYONO, 39 th, 
Islam, Swasta, Dk. 






















PRASOJO, 59 th, 
Islam, swasta, Kp. 




hari Minggu, 19 
Agustus 2007 
sekira pukul : 
03.30 Wib 
Sragen 
2. AGUNG SRI 
PANDOYO Bin 
HADI SUMARJO, 
50 th, Islam, 
swasta, Dk. Pule 
Rt. 01/01, Ds/Kec. 
Mantingan, Kab. 
Ngawi 
3. BASUKI Bin 
SUWARNO, 47 
th, Islam, swasta, 
Dk. Wonokerto Rt. 
02/01 Karangwaru, 
Widodaren, Ngawi
4. PARNOTO als. 
NOTO Bim 
KARDI, 46 th, 
Islam, swasta, Kp. 




5. WAGINO Bin 
SETRO, 53 th 




6. SURIPTO Bin 
Setro, 45 th, Islam, 
swasta, Dk. 




















hari Minggu, 19 
Agustus 2007 







1. SUYANTO Bin 
NARTO 
PRIYONO, 29 th, 














3. MARJOHAN, 51 
th, Islam, swasta, 





















Togel pada hari 











Bin SAMIN, 56 th, 
Islam , Swasta, Dk. 




23 LP / 144 / 2007 / 
Reskrim 


















1. MARIMAN, 49 th, 
Islam, buruh, Dk. 
Krikilan, Masaran 
Sragen 
2. WIRYONO, 44 






24 LP / 145 / VIII / 2007/ 
Reskrim 








Kartu / Domino 

















25 LP / 146 / 2007 / 
Reskrim 






















26 LP / 147 / 2007 / 
Reskrim 






























di tempat orang 






1. SUWANDI  bin 
HARJO WIYONO 











2. DARNO  
PAIMAN 58 th 
Islam  Swsta  
Sekulak Rt.10 
Majenang 
Sukodono Sragen  
3. TUKIMIN 50 th, 
Islam, Swasta 
Gebang RT.9 
Gebang  Sukodono 
Sragen 
28 LP/160/IX/2007/Reskrim 




















1. PAIDI Bin  
MUHAMMAD 
MANSUR, 24 th, 




2. AGUS  RIYANTO 
Bin SUKIDI, 22 




3. MUJIYONO Bin 
SUPARDI, 24 th, 











Judi tiyar  di 






Oktober  2007 




AL KEMAN 70 th, 
Padas Rt.8 
Ngebung 
Kalijambe Sragen  
2. SANDIRO SIDI  
AL JUMALI 42 th 
Plawarsaren 
Kalijambe, Sragen 
3. GIYONO BIN 
KARTOIKROMO 
42 th Padas Rt.8 
Ngebung 
Kalijambe Sragen 
4. TUGIMIN BIN 
KARTOGONDO, 



















1. SUMARDI AL 











Kragilan Rt. 6 
Kaliacan 
Kalijambe Sragen 
3. KUMAIDI Bin 





AL RAGIL 53 th 
Gaten Rt.5  
Kaimacan 
Kalijambe  Sragen 
31 LP.A/02/XI/2007 Sek. 
Sidoharjo 


















1. SUPARMAN al. 
KANDANG, 54 th, 






2. GIMAN, 44 th, 




3. PONO, 48 th, 
 clxv




4. LOSO, 44 th, 




5. MADIYO, 50 th,  
Islam, Swata, Dk. 


























































































DATA KASUS PERJUDIAN  POLRES SRAGEN TAHUN 
2008 
 
Uraian No Waktu / 
Tempat Tersangka Korban Kronologi BB 
Ket. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Sabtu,  
09 Pebruari 
2008 Pkl. 
16.00 Wib  
1. SUTARNO, S.Sos, 
46 th, Islam,  PNS  
Ngrandul Rt.1/2, 
Nglorog, Sragen 
2. SUTARMAN Bin  
Sosentono, 51 th, 
Islam, PNS, 
 Pada hari Sabtu 
tgl. 9 Pebruai 
2008 Pk. 16.00 




- Uang Rp. 
1.530.000 







3. EDY WARDOYO 
Bin NYAMAN, 37 
th, Islam, Swasta, 
Klego Rt.8. 
Ngrampal, Sragen 
4. RESI PANDOYO 
Bin TRISNO  
MARTOYO, 49 










2 Selasa,  
12 Pebruari  
2008, Pkl. 
02.00 Wib 
1. SURYADI, 44th, 
Islam, Swasta, Dk. 
Jonosari Rt.20/01 
Ds. Cemeng,  
Sambungmacan, 
Sragen. 
2. HARNO, 50th, 




3. SETU, 52th, Islam, 
Swasta, Dk. 
 Pada hari Selasa 
tgl.12 Pebruari 













- 1 Set  Kertu 
Remi 
- 1 buah meja 
kayu 






Rt.21/7. Kl. Sragen 
Wetan, Sragen 
4. SUNARDI, 48th, 
Islam , Polri, Dk, 
Bangoan Rt.24, 
Ds.  Bener, 
Ngrampal, Sragen 





1. PAIMIN bin  
KROMO  
DRONO, 51 Th, 




2. SUPARLAN bin  
KARYO 
DIKROMO, 49 th, 
Islam, Tani, Dk. 
Jambangan 
Rt.05/07, Jetak 
Sidoharjo,  Sragen 
3. LOSO bin  
PAWIRO 
DIROMO, Islam, 
Tani, Dk. Jetak 
Pabrik Rt. 01/1 
Jetak, Sidoharjo, 
 Pada hari Selasa,  
12 Pebruari 2008 
sekir pukul  
16.00 Wib  
dipinggir  




terjadi  perjudian  
jenis kartu Cina 
- Uang tunai 
Rp. 38.000 



























 Pad hari  Jum`at, 
14 Maret 2008  




terjadi perjudian  
jenis kartu remi 
- Uang tunai 
Rp. 121.000 
- Kartu  remi 
P.21 














 Pada hari Jumat, 
15 Maret  2008  
pk.02.30 Wib  di 
Dk.  Sidomulyo 
Rt.49/14, telah 
terjadi  perjudian  
jenis kartu remi 
- Uang Rp. 
46.000,- 












Rt.44/14, Sragen  
Wetan 
6 Kamis,  
17 April  
2008 Pk. 
14.30 Wib 
1. SALAM HADI 
MULYONO,  67 




2. SUNARDI MADI 
bin  MANTO  
PAWIRO,  54 th, 
Islam, Jl.  Rampe 
No.22 Rt.05/14, 
Sragen Kulon,  
Sragen 
3. PAIMIN  AL 
PETRUK, 57 th, 
Islam,  Swasta, 
Sidomulyo 
Rt.53/15, Sragen 
 Pada hari Kamis, 
17 April 2008  
pk.14.30 Wib  di 
Pasar  Bunder 
Sragen  telah 
terjadi  Perjudian 
jenis Kartu 
Domino 
- 1 set  Kartu 
domino 





4. PAIMIN bin  
SOMO PAWIRO, 
44 th, Islam,  
Swasta, Maron  
Rt.2/6 Nglorog,  
Sragen 
7 Jumat,   
18 April  
2008 
1. SUKARDI bin 






2. YANTO  bin  
SUKARMAN, 51 





 Pada hari Jumat, 






terjadi perjudian  
jenis domino 
- 1 Set kartu 
domino 
P.21 
8 Senin,   




1. PUJI WIDODO al 
JENGGOT bin  
KARTO DIMEJO,  
52 th, Islam, 
Swasta, Dk.  
Newung Rt.15/03, 
Kl.  Sribit,  
 Pada hari Senin, 
28 April 2008 
Pk.09.30 Wib di 
Dk. Sribit 04/02 
Kec. Sidoharjo, 
Kab.  Sragen 
tengah didapati  
- Uang  Rp. 
194.000 
- 1 Bendel 
ketas kupon 









perjudian  togel. 
- 1 buah 
bolpoin 
- 1 buah HP 
merk noki a 
1112 










2. TUKIMIN HS,  40 
th, Islam, Swasta, 
Karangjati,  Rt.13, 
Sumberlawang, 
Sragen 
3. RINI  PUJIATI, 55 
th  Islam, Swasta, 




4. WAHIDI, 33 th, 




5. MULYONO, 33 
 Pada hari  
Selasa,  06 Mei  
2008 Pk. 08.00  





telah  terjadi 
perjudia jenis 
kartu cina. 
- Uang tunai 
Rp. 79.000 









10 Senin,  






MUKIMAN, 38 th, 
Islam, Swasta, Dk. 
Krikilan Rt.08, 
Krikilan, 
Kalijambe,  Sragen 
2. BANDI bin 
PARTONO,  36 th, 




3. SUPARNO bib  
MARTONO, 40 
th, Islam, Swasta, 
Dk. Krikilan Rt.08, 
Krikilin, 
Kalijambe, Sragen 
4. SUYOTO al 
BESIL bin  YOSO 
DINOMO, 29 th, 
Islam, Swasta, Dk. 
 Pada hari  Senin, 
19 Mei 2008  Pk. 







- Uang tunai 
Rp. 195.000  
- 2 se kartu 
remi 







5. SURIPTO, 45 th, 





11 Kamis,  





60 th, Islam, Tani, 
Bendo Kidul Rt.11 
Donoyudan, 
Kalijambe, Sragen 
2. SUROTO al 
KELING Bin 
REJO SUMITO 44 
th, Islam,  Tani,  
Bendo  Kidul  
Rt.11 Donoyudan, 
Kalijambe, Sragen 
3. SUTARNO al 
ATENG  Bin 
SASTRO  
WIYOTO, 50 th,  
Islam, Tani, Bendo 
Kidul Rt.11 
 Pada hari Kamis 
tanggal 19 Juni 
20089 Pk.22.30  
Wib  di Bendo 




perjudian  jenis 
kartu  oleh 
pelaku/tersangka. 
- Uang tunai 
Rp. 67.000 
- 1 set kartu 
ceki 






4. MUSIDI al 
KRUET Bin  
JAMIN 37  th, 




5. SURONO al 
KANGKUNG Bin 
WAGIMIN 33 th, 




6. SUPRAPTO,  37 
th, Islam,  Tani,  
Bendo Kidul Rt.11 
Donoyudan, 
Kalijambe, Sragen 
12 Rabu,   
16 Juli 2008 
Pk. 14.00 
Wib 
1. SARDI Bin  
KARYO 
SUMARTO al 




 Pada hari Rabu  
tanggal 16 Juli  
2008  Pk.  14.00  










Sragen didapati pelaku 
tindak pidana 
perjudian  jenis 
togel. 




Bin SUKARNI, 23 
th, Islam, 
Mojowetan Rt.3/3,  
Sragen Kulon,  
Sragen 
 Pada hari  Rabu 
16 Juli 2008  Pk. 
14.00 Wib di 
Mojowetan, 
Sragen Kulon 
telah  didapati 
pelaku tindak 
perjudian  jenis 
togel 
- Uang tuna 
Rp.332.000 
- Rekaman   
- Bolpoin 
- Karbon 
- 2 HP 
P.21 
14 Kamis,  
17 Juli 2008 
Wib 
1. SALIMIN, 29 th. 
Islam,  Swasta Dk. 
Banjar Rt.3/5 Ds. 
Purwosudan, 
Sudoharjo, Sragen 
2. PAIMAN, 43 th, 
Islam, Swasta, Dk. 
Karanggungan 
Tangkil,  Sragen 
3. PRIYO 
SUPATMO, 41 th, 




 Pada hari Kamis 
17 Juli 2008 Pk. 




Sragen  telah 
terjadi  perjudian 
tiar. 
- Uang  
Rp.56.000 




15 Kamis,  
17 Juli 2008 
Pk. 23.00 
Wib 
1. MITRO  
WIYONO, 65 th, 
Islam,  Swasta,  
Dk. Karengrejo, 
Rt.20  Bener,  
Ngrampal, Sragen 
2. ATMO  
PRAWIRO, 60 th, 




3. SUPARDI al 
CULEK, 70 th, 




4. SUWARNO al 
KADIR 58 th, 
Islam, Swasta, Kp. 
Distrkan Widoro I 
Sragen Wetan 
Sragen 
 Pada hari Kamis 
17 Juli  2008 Pk. 
23.00  Wib di 
depan pos 
terminal Lam Jl. 
Sukowati 
Distrikan 
Widoro I Sragen 
wetan,  Sragen  
telah terjadi judi 
kartu ceki dan 
gong-gong. 
- Uang Rp. 
43.000 
- 2 set kartu 
cina/ceki 
P.21 
16 Senin,  
21 Juli 2008 
Pk. 14.30 
Wib 
1. WARSO al. 
JANGKRIK al 
BOS 40 th, Islam, 
Swasta, Kedung 
 Pada hari 
Kamuis 21 Juli 
2008 Pk. 14.30 
Wib di Ceme 
- Uang Rp. 
479.000 










Sragen  telah 
didapati  
pengepul  judi 
togel. 
- SPM 
17 Senin.  










 Pada hari  Kamis 
21 Juli 2008 










18 Selasa.  





1. HARTANTO al 
GAWEAN, 49 th, 
Islam, Swasta, Dk. 






 Pada Hari Selasa 






- Uang Rp. 
16.000 














1. SAUDI al DIN Bin 
SAMINO 49 th, 
Islam, Swasta, Dk. 
Sragendog Rt. 17/5 
Sragen wetan, 
 Pada Hari Rabu 
06 Agustus 2008 
Pkl. 14.00 Wib 
Di Dk. 
Sragendog Rt. 
- Uang Rp. 
223.500 














2. ANDIYANTO al. 
ANDRI Bin 
DARMANTO 24 







SUPARNO 49 Th, 
Islam, PNS, Dk. 
Triaji Rt. 10 gabus, 
Ngrampal, Sragen 
4. TRI KORA AJI al 
AJI Bin 
MARDAM 45 th. 
Islam, Swasta, Dk. 



























1. SARJONO al 
BADHANG 52 th, 
Islam, Swasta, Dk. 
Puyusngsari Rt. 14 
Ds. Sambi, Kec. 
Sambirejo, Sragen 
 Pada Hari 
Jumlat, 15 




- Uang Rp. 
15.000,- 






2. GIYONO al 
GRANDONG, 40 
th, Islam, Swasta, 
Ngemplak Rt. 27 
Ds. Srimulyo, 
Gondang, Sragen 
3. SUPRIYANTO al 
AMBON, 29 th, 























1. SUKIJO al. 
GATOT Bin 
DARSO 
PAWIRO. 58 th, 
Ngembal Rt. 13 
Banaran, 
Kalijambe Sragen 
2. AGUS SUYOTO 
Bin MINTO 
SUDARMO, 24 
th, Islam Ngempal 
Rt. 13 Banaran, 
Kalijambe, Sragen 
3. TRIYAMTO Bin 
SETU, 20 TH, 
Islam, Swasta, 
 Pada Haru 
Mingu Tanggal 
24 Agustus 2008 
Pkl. 03.30 Wib 












- Uang Rp. 
131.000,- 
- 1 Set Kartu 
Remi 




























 Ngempal Rt. 13 
Banaran, 
Kalijambe, Sragen 
4. ULFI MIFTAF 
ARAPIN bin 
SISWANTO, 21 
th, Islam, Swasta, 
Ngempal Rt. 13 
Banaran, 
Kalijambe, Sragen. 
5. JOKO WIDODO 
bin surono 22 th, 
Islam, Swasta, 
















1. DALIMAN, 33 
th, Islam, Swasta, 
Dk. Gumpang Rt. 
04 Ds. Newung, 
Sukodono, Sragen 
2. SUNARDI, 35 th, 
Islam, swasta, Dk. 
Gumpang Rt. 04 
Ds. Newung, 
Sukodono, Sragen 
3. SUKARNO, 30 
th, Islam, swasta, 
 Pada Hari Rabu 
Tgl 17 
September 2008 
Pkl. 15.00 Wib 
Di Dk. Gumpang 







- Uang Rp 
205.000,- 








Dk. Gumpang Rt. 
04 Ds. Newung, 
Sukodono, Sragen 
4. SAMADI, 43 th, 













1. MARDIMAN al 
BENDO Bin 
MARTO 






2. WINARNO al 
WIN Bin PARJO 
43 th. Islam, 
Swasta, DK. 
Ngrejeng Rt. 08/1, 
Klandungan, 
Ngrampal, Sragen 
3. PARIJO al MBAH 
JO Bin MARGO, 
47 th, Islam, Buruh 
Dk. Ngrejeng Rt. 
 Pada Hari 
Selasa, 23 
September 2008 
Pkl. 14.00 Wib 






Jenis Kartu Remi 
 
- Uang Rp. 
113.000,- 
- 2 Set Kartu 
Remi 



















th, Islam, Swasta, 






th, Islam. Nginggil 
Rt. 15/5 Bendo, 
Sukodono, Sragen 
3. BAMBANG PUJO 
SEMEDI, 58 Th, 
Islam, TNI, 
Harjorejo Rt. 4/1 
Majenang, 
Sukodono, Sragen. 
4. REBIN Bin JO 
KROMO 53 th, 
Islam, Tani, Beku 




Th, Islam, Polri, 
 Pada Hari Kamis 
Tgl 2 Oktober 
2008 Pkl. 23.00 










judi jenis Dadu 
- Uang Rp 
700.000,- 
- 9 Mata 
dadu 
- 2 alas kecil 
bulat 






Pantirejo Rt. 7 
Pantirejo, 
Sukodono, Sragen 



















Als LEMPUK, 56 
Th, Islam, Buruh, 
Dk. Gandangtani 
Rt. 24, Ds/Kec. 
Gondang, Kab. 
Sragen 
3. SURIP, 60 Th, 
Islam, buruh, Dk. 
Gondangtalang 




4. JUMINGAN, 54 
Th, Islam, Buruh, 
Dk. Badran Rt. 
 Pada hari Sabtu 
tanggal 11 
Oktober 2008 











- Uang Rp. 
32.000,- 
- 10 Set kartu 
ceki 
- 1 buah tikar 
plastik 



























1. SUGIMIN al 
GENDON 
BAYEM, 36 th, 
Islam, Swasta, 










 Pada hari 
Minggu tanggal 
26 Oktober 2008 
pkl. 15.00 Wib 



























1. MARGONO al 





2. MARTANTO al 




 Pada hari jumat 
tanggal 7 
Nopember 2008 








- Uang Rp. 
79.000,- 
- 2 Set Kartu 
Remi 
- 1 Buah 
Kertas 
karton 
- 1 Tikar 
- 1 Kertas 
catatan 







3. PURNOMO al 
BUYUK, 34 th, 
Islam, Swasta, 













th, Islam, Swasta, 
Tlebengan Rt. 2/7 
Sragen tengah, 
sragen 
2. HERU PUJI 
SUNARTO, 41 
th, Islam, Swasta, 
Perum margo asri 






KISUT 43 th, 
Islam, Swasta, 
Ngedok Rt. 2/10 
Sragen tengah, 
Sragen 
 Pada hari jumat 
tanggal 7 
Nopember 2008 










- Uang Rp. 
79.000,- 














4. JONY ROYMUN 
Bin LAWRENCE 
IMANUEL,  31 
th, Kristen, Kp. 
Ngledok Rt.  














1. SURWO Bin 
SASTROWIYON





2. SUWARDI bin 
KROMO 
SURAT, 48 th, 
Islam, Swasta, 
Dk. Samberembe 
Rt. 9 Kalijambe, 
Sragen. 
3. MADIYONO bin 
PAWIRO KADI, 





4. PURNOMO bin 
NYAMIN, 31 th, 
 Pada hari 
Minggu tanggal 
23 Nopember 
2008 pkl. 02.00 












- Uang Rp 
74.000,- 
- 1 Set Kartu 
domino 



































bin MAMO, 46 
Th, Islam, Swasta, 
Dk. Gesi Kidul 
Rt. 21, Gesi, 
Sragen 
2. AHMAD bin 
MUHAMMAD 
Kusni 64 TH, 
Islam, Swasta, 
Gesi RT. 14, Gesi, 
Sragen. Swasta, 
Gesi RT. 14, Gesi, 
Sragen 
3. CIPTO WIYONO 
YATIN bin 
SASTRODIYO, 
50 th, Islam, 
Swasra, Gesi RT. 
14, Gesi, Sragen 
 Pada hari Rabu 
tgl. 26 
Nopember 2008 
pkl. 14.00 wib di 
Rumah kosong 
belakang TK 
Aisiyah Gesi RT. 
14, Gesi, Sragen 
telah didapati 
tindak perjudian 
jenis kartu cina 
 
- Uang Rp. 
42.000,- 











1. SUTRISNO bin 
WIROSENTONO
, 27 th, Islam, 
Swasta, Dk/Ds. 
 Pada hari sabtu 
tanggal 29 
Nopember 2008 
pkl. 04.30 Wib 
- Uang Rp 
151.000,- 















Rt.3 Sb. Macan 
Sragen 





Rt. 3 Sb.Macan 
Sragen 
3. GONO bin 
SUPAWIRO, 33 
th, Islam, tukang 
pasir, Dk/Ds. 
Kedungbanteng 
Rt.3 Sb. Macan 
Sragen. 
4. SUMADI bin 
KARTOPAWIRO
, 51 th, Islam, 
Swasta, Jati somo 




HADI suwito, 24 
th, Islam, Swasta, 
Dk/Ds. 
di Kedung 































1. SUPARMAN al 
PAK MAN bin 
SUMO PAWIRO, 
60 th, Islam, 
Buruh tani, Dk. 




 Pada hari 
minggu tgl 30 
Nopember 2008 
pkl. 11.30 WIB 





pelaku judi togel 
- Uang Rp 
.127.000 
- 1 Bendel 
Rekapan 















GARENG, 82 th, 
Islam, Tani, Dk. 
Jengglong Rt. 25 
Krebet Masaran, 
Sragen 
2. PAWIRO IKUN 
bin 
KERTOPAWIRO
, 56 Th, Islam , 
Tani, Dk. 
Jengglong Rt. 25 
Krebet Masaran, 
Sragen 
 Pada ahari jumat 
tgl 5 Desember 
2008 pkl. 23.00 
wib di Ngrombo 




berupa kartu ceki 
 
- Uang Rp 
18.000.- 
- 3 Bendel 
Kartu 
- 4 Seminar 
Domino 
- 5 Bungkus 
Supermi 
- 3 Butir telur 









PAWIRO SIDI 65 
th, Islam, Tani, 




LOSO, 52 th, 
Islam, Tani, 
Ngrombo Rt .36 
Krebet, Masaran, 
Sragen 





1. ISMANTO al. 
PENDEK, 37 th, 
Islam, Swasta, 











3. SUKIMIN al. 
 Pada hari Selasa 
tanggal 9 
Desember pkl. 
11.00 Wib di 



















DOBOK 56 th, 
Islam, Buruh DK., 
Ngablak Rt. 01/02 
Kl. Sine, Sragen 







47 th, Islam, Swasta, 
Kp. Cantel wetan 
Rt.03/12 Kl. Sragen 
Tengah, Sragen 
 
 Pada hari rabu 
tanggal 17 
Desember 2008 
pkl. 20.00 Wib 







- 2 buah HP 













1. NGATIMIN bin 
SUMOPAWIRO, 
33 th, Islam, tani, 
dk. Duwet Rt.06 
Jebangan, Plupuh, 
Sragen 
2. SUGIMIN al 
GLEPENG bin 
MULYOREJO 35 




 Pada hari 
minggu tgl. 21 
Desember 2008 
pkl. 02.00 wib di 







- Uang Rp 
142.000,- 













3. SURANTO bin 
BADRUN, 31 th, 
Islam, Swasta Dk. 
Duwet Rt. 07 
Jembangan, 
Plupuh, Sragen 
4. SUTIKNO bin 











1. SARTONO al 
BEGOK, 40 th, 
Islam, Swasta, 
Dk. Gentan Rt.12, 
Gentan banaran, 
plupuh, Sragen 
2. SUPARNO al. 
PARNO bin 
SANTO 






3. PARYANTO biN 
 Pada hari 
minggu tgl 21 
Desember 2008 










- Uang Rp 
236.000,- 


























67 th, Islam, Tani, 
Dk. Ngarum Rt 05 
Ngarum, 
Ngrampal, Sragen 





3. NGADINEM, 50 
th, Islam, Tani, 
dk. Ngarum Rt.05 
Ngarum, 
Ngrampal, Sragen 
 Pada hari senin 
29 Desember 
2008 pkl. 17.00 













- 2 SET 
Kartu Cina 





- 2 Set Kartu 
Domino 
- 6 Buah 
Kursi kayu 

















 Pada hari 
minggu tgl 28 
Desember 2008 














4. SUPARNO, 34 th, 
Dk. Pucang Rt.25 
Bedoro, 
Sb.macan, Sragen 







































All resources                                                                                                                                                                          
OUTPUT 
 needed for pure  
rationally process                                                                                                                                                                    
Pure 
                                                                                                                                                                                                 
rationality 
                                                                                                                                                                                                 
policy  




All data needed 
















inventory of other 












of complete set 
of predictions 
of benefits and 
cost for each 
alternative 
5) Calculations 
of net 
expectation for 
each 
alternative 
6) Complete net
expectations and 
identification of 
alternative (s) with
highest net 
expectation
